


























































































 
 

 

 

 

 

DINAS SOSIAL 

KABUPATEN 

LAMPUNG TIMUR  

TAHUN 2024 

RANCANGAN AWAL         
RENCANA KERJA (RENJA) 2025 

 

 

 



Page | i 
 

KATA PENGANTAR 

 
 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmatnya dan 

karuniaNya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2024 dapat disusun. 
 

 Rencana Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 disusun untuk 

memenuhi Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonsia nomor 86 Tahaun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,  Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 
 

 Renja ini menjabarkan lebih rinci mengenai Program, kegiatan dan target Program 

kegiatan yang disusun sebagai dokumen awal penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial 

Kabupaten Lampung Timur. 
 

Diharapkan Rancangan Renja ini dapat mendorong instansi Pemerintah khususnya 

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur untuk menyelenggarakan tugas Pemerintahan dan 

Pembangunan secara baik dan benar serta mendorong tumbuhnya instansi Pemerintah yang 

akuntabel. 
 

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang 

telah berpartisipasi hingga tersusunya Rancangan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung 

Timur. Selain itu kami juga menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna masih 

terdapat kekurangan, oleh karna itu kami mengharapkan Kritik, saran dan masukan demi 

Penyempurnaan Rancangan Renja ini. 
 

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat Taufik dan 

Hidayah Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi 

masyarakat. Amin. 

 
 

Sukadana,                           2024 

 

KEPALA DINAS SOSIAL 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 

 

 

 

 

AGUS SUBAGIYO, S.Sos 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19670817 199003 1 012 
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1.1. LATAR BELAKANG 

 

  Rancangan Renja Perangkat Daerah  (Renja PD) merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana  Strategis  Perangkat  

Daerah (Renstra PD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 –2026. 

Dokumen Renja yang disusun setiap tahunnya memuat rancangan kerangka ekonomi 

daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencangan kerja 

dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun 

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada 

dengan mempedomani  Rencana Kerja Perangkat Daerah 

 

  Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentang Sistem perencanaan Pembangunan 

Nasional yang menjelaskan bahwa setiap Perangkat Daerah memiliki kewajiban 

untuk menyusun Rencana Perangkat Daerah (Renja PD) yang berpedoman kepada 

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Rensta-PD) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur. 
 

  Penyusunan Renja Dinas Sosial tahun 2025 ini adalah untuk memberikan 

arah dan sasaran yang jelas serta sebagai tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan 

kegiatan. Untuk itu penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur harus 

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung 

Timur dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026. 
    

  Selanjutnya Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur merupakan 

komitmen bersama  yang terencana dan sistematis dalam meningkatkan kinerja Dinas 

Sosial Kabupaten Lampng Timur maka diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, dengan 

memperhatikan prioritas-prioritas program/kegiatan serta pengendalian 

pelaksanaannya  
 

  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, khususnya pasal 30, memberi 

kewenangan pada pemerintah Kabupaten / Kota sebagai penyelenggara kesejahteraan 

sosial, yang meliputi: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan 

perlindungan sosial.  
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  Renja Dinas Sosial juga berpedoman pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Sosial Kabupaten Lampung Timur, diuraikan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 

tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja 

Dinas, sebagai berikut :  
 

a.  Kepala Dinas 

b.  Sekretaris terdiri dari : 

- Subbag umum dan Kepegawaian 

- Fungsional Substansi Keuangan dan Perencanaan 

c.  Bidang perlindungan dan Jaminan Sosial 

d.  Bidang Rehabilitasi Sosial  

e.  Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

f.  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan 

g.  Kelompok jabatan fungsional 
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Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur adalah 

sebagaimana disajikan dalam bagan 1.1.sebagai berikut : 

 

Bagan 1.1 
 

STRUKTUR ORGANISASI  

DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SESUAI PERATURAN  

BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR  81 TAHUN 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DINAS 

 

SEKRETARIAT 

 

SUBBAG 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

FUNGSIONAL 
SUBSTANSI 

KEUANGAN DAN 
PERENCANAAN 

BIDANG REHABILITASI 
SOSIAL 

FUNGSIONAL 
SUBSTANSI 

REHABILITASI SOSIAL 
ANAK DAN LANJUT 

USIA 

FUNGSIONAL 
SUBSTANSI 

REHABILITASI SOSIAL 
PENYANDANG 

DISABILITAS DAN 
KORBAN 

PENYALAHGUNAAN  
(NAPZA) 

BIDANG 
PEMBERDAYAAN 

SOSIAL DAN 
PENANGANAN FAKIR 

MISKIN  

FUNGSIONAL 
SUBSTANSI 

REHABILITASI TUNA 
SOSIAL DAN KORBAN 

PERDAGANGAN 
ORANG 

FUNGSIONAL 
SUBSTANSI 

PEMBERDAYAAN 
SOSIAL 

PERORANGAN 
KELUARGA & 

KELEMBAGAAN 
MASYARAKAT 

FUNGSIONAL 
SUBSTANSI 

PEMBERDAYAA
N  DAN 

PENANGANAN 
FAKIR MISKIN 

FUNGSIONAL 
SUBSTANSI 

KEPAHLAWANA
N KEPERINTISAN 
KESETIAKAWAN

AN DAN 
PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA 

BANTUAN 
SOSIAL 

BIDANG PERLINDUNGAN 
DAN JAMINAN SOSIAL 

FUNGSIONAL 
SUBSTANSI 

PERLINDUNGAN 
SOSIAL KORBAN 

BENCANA ALAM DAN 
BENCANA SOSIAL 

FUNGSIONAL 
SUBSTANSI 

PERLINDUNGAN 
SOSIAL KORBAN 

TINDAK KEKERASAN & 
PEKERJA MIGRAN 

FUNGSIONAL 
SUBSTANSI 

PERLINDUNGAN DAN 
JAMINAN SOSIAL 

KELUARGA 
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1.2. LANDASAN HUKUM 

 

Rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur  Tahun 2024 disusun 

berdasarkan : 
 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 
 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana; 
 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 
 

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah; 
 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang; 
 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 
 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang 

Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai; 
 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Keadaan tertentu; 
 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial; 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 
 

12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia  Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak; 
 

13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia  Nomor 08 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS); 
 

14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang 

Taruna Siaga Bencana Tagana (TAGANA); 
 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

17. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 
 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil 

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 
 

20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 

(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13); 
 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2010 Nomor 18); 
 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampug Timur; 
 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021) 
 

24. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial 

Kabupaten Lampung Timur 
 

25. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Kementerian Sosial RI Nomor 035/LJS.JS.SV/01/2014 tentang Penetapan 

Kabupaten/Kota Lokasi Pengembangan PKH di Provinsi Pelaksana PKH 

tahun 2014; 
 

 

1.3.   MAKSUD DAN TUJUAN 
 

  Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Lampung 

Timur tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perenanaan yang memuat 

program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagaimana 

yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor  25 tahun 2004, sehingga program/ 

kegiatan/ sub kegiatan  berjalan secara sistematis, efektif dan efisien selama tahun 

anggaran 2024. Selain dari pada itu penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial 

Kabupaten Lampung Timur ini adalah untuk menyusun Rencana Kerja / Renja Dinas 

Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun anggaran 2025, dengan memadukan 

penjabaran RKPD dengan Renstra SKPD yang memuat rancangan dalam bidang 

sosial, pada program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur dan rencana 

kerja dan pendanaan. 
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   Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah : 

1.  Untuk menyiapkan rancangan awal dari program dan kegiatan yang diusulkan 

 serta merupakan jabaran dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur 

2. Sebagai pedoman atau acuan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur dalam 

 pelaksanaan  program/kegiatan/sub kegiatan selama tahun 2025 sesuai dengan 

 tugas dan fungsi, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah dan konsisten 

 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik.  

3.  Menjamin Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam  

 menjalankan  kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi 

 rencana pelaksanaan pembangunan daerah.  

4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah untuk mendiskripsikan tentang 

 program-program prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan 

 langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur.  

 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Rancangan Renja ini disusun dalam empat bab, sebagai berikut : 

 

BAB I  Pendahuluan, berisi latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; 

dansistematika penulisan. 
 

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu, berisi evaluasi pelaksanaan 

renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah; 

analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu penting penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Review terhadap rancangan awal Perangkat 

Daerah; dan penelaahan usulan program dan kegiatan. 
 

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, berisi telaahan terhadap kebijakan 

Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial, Program dan Kegiatan. 
 

BAB IV Penutup, berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik 

dalamrangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak 

sesuaidengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanju 
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2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian dan Capaian 

Renstra Perangkat Daerah 
 

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 
 

  Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

Perangkat Daerah Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur adalah 

penjabaran Rencana Kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial  Kabupaten 

Lampng Timur sebagai pelaksana teknis pembangunan urusan wajib pelayanan dasar di 

bidang sosial. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten 

Lampung  Timur menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja 

sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial  Kabupaten 

Lampung Timur pada tahun 2023. 

  Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 7.727.481.770-

Sampai dengan 31 Desember 2023 realisasi keuangan Dinas Sosial Kabupaten Lampung 

Timur sebesar 98,26 % dengan realisasi dana sebesar Rp. 7.592.648.196,- . 
  

 

Berikut Realisasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023  s/d 

Triwulan IV  (Desember 2023) dalam Tabel dibawah ini :  
 

Tabel 2.1.1 

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur 

 s/d Triwulan IV  (Desember 2023) 

No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Pagu 

Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

Anggaran 

(Rp) 

Tingkat 

Realisasi 

Anggaran (%) 

I 
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
3.727.089.870 3.658.271.700 98,15 

1. 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 
13.550.000 13.532.600 99,87 

 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah 5.000.000 4.982.600 99,65 

 2. 
Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-

SKPD 
4.000.000 4.000.000 100,00 

 3. 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
4.550.000 4.550.000 100,00 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.947.888.897 2.888.556.004 97,99 

 1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN 2.732.828.897 2.673.514.304 97,83 

 2. 
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN 
177.540.000 177.539.900 100,00 

 3. 
Pelaksanaan penatausahaan dan 

pengujian/verifikasi Keuangan SKPD 
32.520.000 32.520.000 100,00 

 4. 
Koordinasi dan penyusunan laporan 

keuangan akhir tahun SKPD 
5.000.000 4.981.800 99,64 
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No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Pagu 

Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

Anggaran 

(Rp) 

Tingkat 

Realisasi 

Anggaran 

(%) 

3. 
Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 
37.290.000 37.290.000 100,00 

 1. 
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 

SKPD 
37.290.000 37.290.000 100,00 

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 127.186.020 126.382.545 99,37 

 1. 
Penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor 
10,000,000 9,981,500 99,82 

 2. 
Penyediaan peralatan dan perlengkapan 

kantor 
20,000,000 19,997,600 99,99 

 3. Penyediaan peralatan rumah tangga 10,000,000 9,994,900 99,95 

 4. Penyediaan bahan logistik kantor 11,750,000 11,730,000 99,83 

 5. 
Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan 
21,316,569 21,315,500 99,99 

 6. 
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan 
8,500,000 8,470,000 99,65 

 7. 
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan 

konsultasi SKPD 
45,619,451 44,893,045 98,41 

6. 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

           

406.444.400  

 

399.174.231 98,21 

 1. 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 
47,510,000 40,954,191 86,20 

 2. 
Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 
4,503,600 4,440,000 98,59 

 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 354,430,800 353,780,040 99,82 

7. 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
194,730,553 193,336,320 

 

99,28 

 1. 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

194,730,553 193,336,320 
 

99,28 

II Program Pemberdayaan Sosial 259.999.900 253.720.300 
 

97,85 

8. 

Pengembangan Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial Daerah  

Kabupaten/Kota 

259.999.900 253.720.300 

 

97,85 

 1. 

Peningkatan kemampuan Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial Keluarga 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

85,000,000 79,020,600 

 

99,28 

 2. 

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya 

Manusia dan Penguatan Lembaga 

Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 

174,999,900 174,699,700 84,74 

III 
Program Penanganan Warga Negara Migran 

Korban Tindak Kekerasan 
38.313.300 37.307.000 97,37 
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No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Pagu 

Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

Anggaran 

(Rp) 

Tingkat 

Realisasi 

Anggaran 

(%) 

9. 

Pemulangan Warga Negara Migran Korban 

Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di 

daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan 

ke Desa/Kelurahan Asal 

38.313.300 37.307.000 97,37 

 1. 

Fasilitasi Pemulangan Warga Negara 

Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik 

debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk 

dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 

                

37,200,000  

               

28,500,000  
97,37 

10 Program Rehabilitasi Sosial 905.400.000 904.222.700 99,87 

IV 

Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang 

Disabilitas Terlantar,  Anak terlantar, 

Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan 

Pengemis di Luar Panti Sosial 

375.200.000 374.022.700 100,00 

 1. Penyedian Permakanan 50.200.000 50.199.700 100,00 

 2. Penyediaan Alat Bantu 325.000.000 323.823.000 99,64 

11. 

Rehabililitasi Sosial Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 

Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar 

Panti Sosial 

530.200.000 530.200.000 100,00 

  1 Pemberian Layanan Rujukan 530.200.000 530.200.000 100,00 

V Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 934.334.983 867.495.180 92,85 

12. 
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan 

Daerah Kabupaten/ Kota 
2.142.352.000 2.093.419.900 97,72 

 1. 
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/ Kota 
10.000.000 9.800.000 98,00 

 2. 
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan 

Daerah Kabupaten/ Kota 
282.352.00 281.720.500 99,78 

 3. 
Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan 

keluarga 
1.850.000.000 1.801.899.400 97,40 

VI. Program Penanganan Bencana 300.440.000 300.173.200 99,91 

13. 
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 

dan Sosial Kabupaten/Kota 
300.440.000 300.173.200 99,91 

 1. Penyediaan Makanan 300.440.000 300.173.200 99,91 

VII 
Program Pengelolaan Taman Makam 

Pahlawan 
355.000.000 354.340.396 99,81 

14. 
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 

Nasional Kabupaten/Kota 
355.000.000 354.340.396 99,81 

 1. 

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman 

Makam Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota 

45.000.000 44.400.000 98,67 

 2. 
Pengamanan Taman Makam Pahlawan 

Nasional Kabupaten/Kota 
310.000.000 309.940.396 99,98 

Jumlah 7.727.481.770 7.592.648.196 98,26 

 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 

2023, dapat dilihat sebagaimana table berikut : 
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1.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

 

  Tahun 2024 merupakan tahun ke keempat masa periode RPJMD, untuk 

menghitung kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 

di perlukan data valid dari realisi kinerja tahun 2024. Sampai dengan Rencana kerja 

disusun, belum dapat di hitung secara valid dan actual data realisasi kinerja 2023, 

Periode RPJMD 2021-2026 Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur mendukung 

program-program prioritas bupati melalui MISI 3 yakni “Peningkatan Kualitas 

SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, 

pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan” 

  Dari penjabaran misi Program Kepala Daerah dituangkan dalam satu tujuan 

dua sasaran  yang sudah dituangkan dalam Renstra tahun 2021-2026 Dinas Sosial 

Kabupaten Lampung Timur 

sebagai berikut : 

1. TUJUAN  

                 Meningkatkan layanan sosial masyarakat 

2. SASARAN 

a. Meningkatnya keaktifan Potensi Sumeber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 

b. Meningkatnya Kemandirian PPKS 

 

  Berikut diuraikan Analisis Kinerja Pelayanan PD pada Dinas Sosial 

Kabupaten Lampung Timur  melalui MISI 3 Program Kepala Daerah, tujuan dan 

sasaran Perangkat Daerah sebagai tabel berikut:  

 

Tabel 2.2.1 

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur 
 

 

No Tujuan Sasaran 
Indkator 

sasaran 

Target kinerja pada tahu ke- 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Meningkatk

an  layanan 

sosial 

masyarakat 

Meningkatnya 

kualitas 

Potensi 

Sumeber 

Kesejahteraan 

Sosial (PSKS) 

Kewenangan 

Kabupaten 

yang aktif 
  

Persentase   

Potensi 

Sumeber 

Kesejahteraan 

Sosial (PSKS) 

Kewenagan 

Kabupaten 

yang aktif 

100 100 100 100 100 100 

  

Meningkatnya 

kemandirian 

Pemerlu 

Pelayanan 

Kesejahteraan 

Sosial (PPKS) 

Persentase 

Pemerlu 

Pelayanan 

Kesejahteraan 

Sosial (PPKS) 

yang mandiri 

 

22,88 23,57 24,28 25,02 25,78 26,56 
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2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dinas Sosial. 

 

  Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor  81 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur mempunyai pokok dan fungsi 

melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sosial.  

  

  Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten 

Lampung Timur dalam pelaksanaan terdapat beberapa isu penting dalam 

penanganan kemiskinan dan pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan 

Sosial (PPKS) ada beberapa hal : 
 

 

NO ISU STRATEGIS RENSTRA (2021 -2026) 
ISU STRATEGIS TAHUN 

2024 

1 2 3 

1. Optimalisasi peningkatan pelayanan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) 

 

Meningkatkan Ketercapaian 

Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) di bidang sosial. 

 

2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan 

masalah sosial 
 

3. Meningkatkan kemandirian peserta Pemerlu 

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)  

Meningkatkan Kemandirian 

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan 

Sosial (PPKS) melalui kegiatan 

Pertemuan Peningkatan 

Kemampuan Keluarga (P2K2) 

dengan pemberian Edukasi 

kepada Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM). 

 

2.4.   Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

 

  Dalam rancangan awal RKPD terdapat program prioritas dalam pencapaian 

pembangunan  kesejahteraan sosial yang telah dibandingkan dengan capaian 

pelaksanaan tahun lalu dan diharapkan dengan adanya dukungan dari Pemerintah 

daerah dapat mengentaskan atau  pengurangan tingkat kemiskinan.  

  Telaahan  terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk 

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan  program/kegiatan 

berdasarkan analisa kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian 

target Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur dan tingkat kinerja yang 

dicapai oleh Dinas Sosial, Rivew ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas 

program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran 

program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap 

program/kegiatan, sebagaimana penjelasan pada tabel berikut : 
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Tabel 2.4.1 

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 

Kabupaten Lampung Timur 

 

Nama PD  :  DINAS SOSIAL 

 

No 

Rancangan awal RKPD Hasil analisis kebutuhan  

Catatan 

Penting 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu Indikatif 

(Rp.000) 
Program/Kegiatan Lokasi 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaia

n 

Pagu Indikatif 

(Rp.000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

I. Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

Dinas 

Sosial 

Persentase 

pemenuhan 

kebutuhan 

administrasi 

perkantoran (%) 

100% 4.757.000.000 Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Dinas 

Sosial 

Nilai Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

terhadap layanan 

perangkat daerah 

100% 6.278.062.967  

 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Dinas 

Sosial 

Persentase Laporan 

capaian kinerja dan 

keuangan tepat 

waktu 

12 bulan 32.520875 Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Dinas 

Sosial 

Persentase 

Laporan capaian 

kinerja dan 

keuangan tepat 

waktu 

12 

bulan 

100.000.000  

1. Penyusunan dokumen 

perencanaan perangkat 

Daerah 

Dinas sosial Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

2 

dokumen 

                    

7,847,514  

Penyusunan dokumen 

perencanaan perangkat 

Daerah 

Dinas 

sosial 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

2 

dokume

n 

25.000.000  

2. Koordinasi dan 

penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD 

Dinas sosial Jumlah Dokumen 

RKA-SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen RKA-

SKPD 

1 

dokumen 

                    

8,379,027  

Koordinasi dan 

penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD 

Dinas 

sosial 

Jumlah Dokumen 

RKA-SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen RKA-

SKPD 

2 

dokume

n 

25.000.000  

3. Koordinasi dan 

penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD 

Dinas sosial Jumlah Dokumen 

RKA-SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen  DPA-

SKPD 

1 

dokumen 

                    

8,106,855  

Koordinasi dan 

penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD 

Dinas 

sosial 

Jumlah Dokumen 

RKA-SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen  DPA-

SKPD 

1 

dokume

n 

25.000.000  
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No 

Rancangan awal RKPD Hasil analisis kebutuhan  Catata

n 

Pentin

g 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu Indikatif 

(Rp.000) 
Program/Kegiatan Lokasi 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu Indikatif 

(Rp.000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
4. Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD 

Sukadana Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

3 laporan 8.187.479 Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Sukadan

a 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja SKPD 

dan Laporan 

Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja SKPD 

3 laporan 25.000.000  

 Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Sukadana Cakupan 

administrasi 

keuangan perangkat 

daerah 

12 bulan 3.410.256.249 Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

Sukadan

a 

Cakupan 

administrasi 

keuangan 

perangkat 

daerah 

12 bulan 4.125.562.967  

1. Penyediaan gaji dan 

Tunjangan ASN 

Sukadana Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

31 

org/bulan 

              

3,205,168,930  

Penyediaan gaji dan 

Tunjangan ASN 

Sukadan

a 

Jumlah Orang 

yang Menerima 

Gaji dan 

Tunjangan ASN 

31 

org/bulan 

3.865.562.967  

2. Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

Sukadana Jumlah Dokumen 

Hasil Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN 

1 dokumen                 

153,679,125  

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN 

Sukadan

a 

Jumlah 

Dokumen Hasil 

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN 

1 dokumen 200.000.000  
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No 

Rancangan awal RKPD Hasil analisis kebutuhan  Cata

tan 

Pent

ing 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu 

Indikatif 

(Rp.000) 

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 

Pagu 

Indikatif 

(Rp.000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
3. Pelaksanaan 

penatausahaan dan 

pengujian/verifikasi 

Keuangan SKPD 

Sukadana Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

1 

dokumen 

31.920.000 Pelaksanaan 

penatausahaan dan 

pengujian/verifikasi 

Keuangan SKPD 

Sukadana Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

1 

dokumen 

35.000.000  

4. Koordinasi dan 

penyusunan laporan 

keuangan akhir tahun 

SKPD 

Sukadana Jumlah Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 

1 laporan                    

9,488,194  
 

Koordinasi dan 

penyusunan laporan 

keuangan akhir 

tahun SKPD 

Sukadana Jumlah Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 

1 

laporan 

25.000.000  

5. Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan 

bulanan/Triwulanan/Sem

esteran SKPD 

Sukadana Tersedianya laporan 

keuangan 

Bulanan/Triwulanan

/Semesteran SKPD 

dan Laporan 

Koordinasi 

penyusunan laporan 

Keuangan 

bulanan/Triwulanan

/Semesteran SKPD 

1 laporan 10.000.000 Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan 

bulanan/Triwulanan/

Semesteran SKPD 

Sukadana Tersedianya laporan 

keuangan 

Bulanan/Triwulanan

/Semesteran SKPD 

dan Laporan 

Koordinasi 

penyusunan laporan 

Keuangan 

bulanan/Triwulanan

/Semesteran SKPD 

1 

laporan 

25.000.000  

 Administrasi Barang 

Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

Sukadana Terlaksananya 

administrasi 

barang milik 

daerah 

12 bulan 36.960.000 Administrasi 

Barang Milik 

Daerah pada 

Perangkat Daerah 

12 bulan Terlaksananya 

administrasi 

barang milik 

daerah 

5 

laporan 

37.500.000  

1. Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada SKPD 

Sukadana Jumlah Laporan 

Penatausahaan 

Barang Milik 

Daerah pada SKPD 

6 laporan 36.960.000 Penatausahaan 

Barang Milik Daerah 

pada SKPD 

Sukadana Jumlah Laporan 

Penatausahaan 

Barang Milik 

Daerah pada SKPD 

5 

laporan 

37.500.000  
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No 

Rancangan awal RKPD Hasil analisis kebutuhan  Cata

tan 

Pent

ing 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu 

Indikatif 

(Rp.000) 

Program/Kegiatan/

Sub Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu 

Indikatif 

(Rp.000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
 Kegiatan Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Sukadana Terlaksananya 

administrasi 

Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

12 bulan 50,000,000 Kegiatan 

Administrasi 

Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Sukadana Terlaksananya 

administrasi 

Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

12 bulan 50,000,000  

1. Monitoring, Evaluasi dan 

Penilaian Kinerja 

Pegawai 

Sukadana Jumlah Dokumen 

Monitoring, 

Evaluasi dan 

Penilaian Kinerja 

Pegawai 

1 

dokumen 

20,000,000 Monitoring, Evaluasi 

dan Penilaian 

Kinerja Pegawai 

Sukadana Jumlah Dokumen 

Monitoring, 

Evaluasi dan 

Penilaian Kinerja 

Pegawai 

1 

dokumen 

20,000,000  

2. Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi  

Sukadana Jumlah pegawai 

berdasarkan tugas 

dan fungsi yang 

mengikuti 

Pendidikan dan 

Pelatihan  

30 org 30,000,000 Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi  

Sukadana Jumlah pegawai 

berdasarkan tugas 

dan fungsi yang 

mengikuti 

Pendidikan dan 

Pelatihan  

30 org 30,000,000  

 Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Sukadana Capaian 

Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

12 bulan 250.862.876 Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

12 bulan Capaian 

Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

12 bulan 530.000.000  

1. Penyediaan komponen 

instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor 

Sukadana Jumlah Paket 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

yang Disediakan 

13 paket 15.000.000 Penyediaan 

komponen instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor 

Sukadana Jumlah Paket 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

yang Disediakan 

13  paket 30.000.000  

2. Penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor 

Sukadana Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan 

27 paket 35.000.000 Penyediaan 

peralatan dan 

perlengkapan kantor 

Sukadana Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan 

27 paket 80.000.000  
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No 

Rancangan awal RKPD Hasil analisis kebutuhan  Cat

atan 

Pent

ing 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu Indikatif 

(Rp.000) 
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu 

Indikatif 

(Rp.000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
3. Penyediaan peralatan 

rumah tangga 

Sukadana Jumlah Paket 

Peralatan Rumah 

Tangga yang 

Disediakan 

33 paket               

20,000,000  

Penyediaan 

peralatan rumah 

tangga 

Sukadana Jumlah Paket 

Peralatan Rumah 

Tangga yang 

Disediakan 

33 paket              

45,000,000  
 

4. Penyediaan bahan 

logistik kantor 

Sukadana Jumlah Paket 

Bahan Logistik 

Kantor yang 

Disediakan 

3 paket               

20,000,000  

Penyediaan bahan 

logistik kantor 

Sukadana Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 

Disediakan 

3 paket               

40,000,000  
 

5. Penyediaan barang 

cetakan dan 

penggandaan 

Sukadana Jumlah Paket 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

yang disediakan 

8 paket               

35,862,876  

Penyediaan barang 

cetakan dan 

penggandaan 

Sukadana Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan yang 

disediakan 

8 paket               

40,000,000  
 

6. Penyediaan bahan 

bacaan dan peraturan 

perundang-undangan 

Sukadana Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan yang 

Disediakan 

1 

dokumen 

              

10,000,000  

Penyediaan bahan 

bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan 

Sukadana Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan yang 

Disediakan 

1 

dokumen 

              

25,000,000  
 

7. Penyelenggaraan rapat 

koordinasi dan konsultasi 

SKPD 

Sukadana Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

26 laporan             

100,000,000 

Penyelenggaraan 

rapat koordinasi dan 

konsultasi SKPD 

Sukadana Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

26 

laporan 

             

250,000,000 

 

8. Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 

 

Sukadana Jumlah Dokumen 

Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 

1 

dokumen 

 

            

15,000,000 

 

Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 

 

Sukadana Jumlah Dokumen 

Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 

1 

dokumen 

 

            

20.000.000 

 

 

 Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Sukadana Tingkat layanan 

penyedian jasa 

penunjang urusan 

Pemerintah Daerah 

12 bulan 751.400.000 Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Sukadana Tingkat layanan 

penyedian jasa 

penunjang urusan 

Pemerintah Daerah 

12 bulan 830.000.000  
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No 

Rancangan awal RKPD Hasil analisis kebutuhan  
Catatan 

Penting 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu Indikatif 

(Rp.000) 
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu Indikatif 

(Rp.000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1. Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

Sukadana Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

1 laporan 15.000.000 Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

Sukadana Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

1 laporan 15.000.000  

2. Penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik 

Sukadana Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan 

2 laporan 61.400.000 Penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik 

Sukadana Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan 

2 laporan 80.000.000  

3. Penyediaan jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor 

Sukadana Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan 

3 laporan 10.000.000 Penyediaan jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor 

Sukadana Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan 

3 laporan 35.000.000  

4. Penyediaan jasa pelayanan 

umum kantor 

Sukadana Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan 

6 laporan 665.000.000 Penyediaan jasa pelayanan 

umum kantor 

Sukadana Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

Disediakan 

6 laporan 700.000.000  

 Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Sukadana Capaian Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

12 bulan 225.000.000 Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Sukadana Capaian 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

12 bulan 665.000.000  

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Sukadana Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya 

10 unit 200.000.000 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Sukadana Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya 

10 unit 335.000.000  

2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

Sukadana Jumlah Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya 

yang dipelihara/ 

direhabilitasi 

1 unit 25.000.000 Pemeliharaan/ Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

Sukadana Jumlah Gedung 

Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang 

dipelihara/ 

direhabilitasi 

1 unit 300.000.000  

II Program Pemberdayaan Sosial Lampung 

Timur 

Cakupan Potensi dan 

Sumber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS) yang 

terfasilitasi (%) (TPB) 

100% 1.343.000.000 Program Pemberdayaan 

Sosial 

Sukadana Cakupan Potensi dan 

Sumber 

Kesejahteraan Sosial 

(PSKS) yang 

terfasilitasi (%) (TPB) 

100% 1.535.000.000  
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No 

Rancangan awal RKPD Hasil analisis kebutuhan  Catata

n 

Pentin

g 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu Indikatif 

(Rp.000) 
Program/Kegiatan Lokasi 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu Indikatif 

(Rp.000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 Pengembangan Potensi 

Sumber Kesejahteraan 

Sosial Daerah  

Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 

Persentase 

Cakupan Potensi 

Sumber 

Kesejahteraan 

Sosial (PSKS) yang 

terfasilitasi (TPB) 

100% 1.343.000.000 Pengembangan Potensi 

Sumber Kesejahteraan 

Sosial Daerah  

Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 

Persentase 

Cakupan Potensi 

Sumber 

Kesejahteraan 

Sosial (PSKS) 

yang terfasilitasi 

100% 1.535.000.000  

1 Peningkatan kemampuan 

Potensi Tenaga 

Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 

Jumlah Tenaga 

Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan 

Kewenangan 

Kabupaten/ Kota 

yang Meningkat 

Kapasitasnya 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

24 org 460.000.000 Peningkatan kemampuan 

Potensi Tenaga 

Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 

Jumlah Tenaga 

Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan 

Kewenangan 

Kabupaten/ Kota 

yang Meningkat 

Kapasitasnya 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

24 org 500.000.000  

2. Peningkatan kemampuan 

Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial 

Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 

Jumlah Keluarga 

yang Meningkat 

Kapasitasnya 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

54.685 

keluarga 

783.000.000 Peningkatan kemampuan 

Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial 

Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 

Jumlah Keluarga 

yang Meningkat 

Kapasitasnya 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

54.685 

keluarga 

785.000.000  

3. 

Peningkatan kemampuan 

Sumber Daya Manusia dan 

Penguatan Lembaga 

Konsultasi Kesejahteraan 

Keluarga (LK3) 

Lampung 

Timur Jumlah Sertifikat 

yang dari Hasil 

Peningkatan Sumber 

Daya Manusia dan 

Lembaga Konsultasi 

Kesejahteraan 

Keluarga (LK3) 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

20 

sertifikat 

100.000.000 

Peningkatan kemampuan 

Sumber Daya Manusia 

dan Penguatan Lembaga 

Konsultasi Kesejahteraan 

Keluarga (LK3) 

Lampung 

Timur 

Jumlah Sertifikat 

yang dari Hasil 

Peningkatan 

Sumber Daya 

Manusia dan 

Lembaga 

Konsultasi 

Kesejahteraan 

Keluarga (LK3) 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

20 

sertifikat 

250.000.000  
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No 

Rancangan awal RKPD Hasil analisis kebutuhan  

Catatan 

Penting 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu Indikatif 

(Rp.000) 
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capai

an 

Pagu 

Indikatif 

(Rp.000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
III. Program Penanganan 

Warga Negara Migran 

Korban Tindak Kekerasan 

Lampung 

Timur 

Cakupan warga 

negara migran 

terfasilitasi (%) 

100 % 10.000.000 Program Penanganan 

Warga Negara Migran 

Korban Tindak Kekerasan 

Lampun

g Timur 

Cakupan warga 

negara migran 

terfasilitasi (%) 

100 % 30.000.000  

 Pemulangan Warga Negara 

Migran Korban Tindak 

Kekerasan dari titik 

debarkasi di daerah 

Kabupaten/ Kota untuk 

dipulangkan ke 

Desa/Kelurahan Asal 

Lampung 

Timur 

Jumlah warga negara 

migran pemulangan 

dan masa adaptasi 

dengan masyarakat/ 

lingkungan soial 

20 orang 10.000.000 Pemulangan Warga 

Negara Migran Korban 

Tindak Kekerasan dari 

titik debarkasi di daerah 

Kabupaten/ Kota untuk 

dipulangkan ke 

Desa/Kelurahan Asal 

Lampun

g Timur 

Jumlah warga negara 

migran pemulangan 

dan masa adaptasi 

dengan masyarakat/ 

lingkungan soial 

25 

orang 

30.000.000  

1. Fasilitasi Pemulangan Warga 

Negara Migran Korban 

Tindak Kekerasan dari titik 

debarkasi di daerah 

Kabupaten/ Kota untuk 

dipulangkan ke 

Desa/Kelurahan Asal 

Lampung 

Timur 

Jumlah Warga Negara 

Migran Korban Tindak 

Kekerasan yang 

dipulangkan dari Titik 

Debarkasi di Daerah 

Provinsi untuk 

dipulangkan ke 

Desa/Kelurahan Asal 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

20 orang 10.000.000 Fasilitasi Pemulangan 

Warga Negara Migran 

Korban Tindak Kekerasan 

dari titik debarkasi di daerah 

Kabupaten/ Kota untuk 

dipulangkan ke 

Desa/Kelurahan Asal 

Lampung 

Timur 

Jumlah Warga Negara 

Migran Korban Tindak 

Kekerasan yang 

dipulangkan dari Titik 

Debarkasi di Daerah 

Provinsi untuk 

dipulangkan ke 

Desa/Kelurahan Asal 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

25 orang 30.000.000  

IV. Program Rehabilitasi Sosial Lampung 

Timur 

Presentase 

Penyandang disabilitas 

terlantar dan penyakit 

sosial lainnya yang 

terpenuhi kebutuhan 

dasarnya diluar panti 

(%) (SPM) (TPB) 

100 % 1.042.000.000 Program Rehabilitasi 

Sosial 

Lampun

g Timur 

Presentase 

Penyandang disabilitas 

terlantar dan penyakit 

sosial lainnya yang 

terpenuhi kebutuhan 

dasarnya diluar panti 

(%) (SPM) (TPB) 

100 % 1.830.000.000  

 Rehabilitas Sosial Dasar 

Penyandang Disabilitas 

Terlantar, Anak terlantar, 

Lanjut Usia Terlantar,Serta 

Gelandangan Pengemis di 

Luar Panti Sosial 

Lampung 

Timur 

Cakupan Penyandang 

disabilitas, anak 

terlantar, anak 

stunting, lanjut usia  

terlantar dan 

gelandangan 

pengemis  yang 

merima bantuan di 

Luar Panti Sosial 

100 % 627.000.000 Rehabilitas Sosial Dasar 

Penyandang Disabilitas 

Terlantar, Anak terlantar, 

Lanjut Usia 

Terlantar,Serta 

Gelandangan Pengemis di 

Luar Panti Sosial 

Lampun

g Timur 

Cakupan Penyandang 

disabilitas, anak 

terlantar, anak 

stunting, lanjut usia  

terlantar dan 

gelandangan pengemis  

yang merima bantuan 

di Luar Panti Sosial 

100 % 1.160.000.000  
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No 

Rancangan awal RKPD Hasil analisis kebutuhan  

Catatan 

Penting 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu Indikatif 

(Rp.000) 
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu 

Indikatif 

(Rp.000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1. Penyedian Permakanan Lampung 

Timur 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan 

Pemenuhan Kebutuhan 

Permakanan Sesuai 

dengan Standar Gizi 

Minimal Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

150 orang 82.000.000 Penyedian Permakanan Lampung 

Timur 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Permakanan Sesuai 

dengan Standar Gizi 

Minimal 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

160 

orang 

100.000.000  

2. Penyedian sandang Lampung 

Timur 

Jumlah Orang yang 

menerima pakaian dan 

kelengkapan lainnya 

yang tersedia dalam 1 

tahun  Kewenangan 

Kabupaten/ Kota 

150orang 50.000.000 Penyedian sandang Lampung 

Timur 

Jumlah Orang yang 

menerima pakaian 

dan kelengkapan 

lainnya yang 

tersedia dalam 1 

tahun  Kewenangan 

Kabupaten/ Kota 

160 

orang 

100.000.000  

3. Penyediaan Alat Bantu Lampung 

Timur 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Alat 

Bantu dan Alat Bantu 

Peraga Sesuai 

kebutuhan Kewenangan 

Kabupaten/ Kota 

20 orang 280.000.000 Penyediaan Alat Bantu Lampung 

Timur 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Alat 

Bantu dan Alat 

Bantu Peraga Sesuai 

kebutuhan 

Kewenangan 

Kabupaten/ Kota 

23 orang 400.000.000  

4. Pemberian Pelayanan 

Reunfikasi Keluarga 

Lampung 

Timur 

Jumlah orang yang 

mendapatkan 

Pemberian Pelayanan 

Reunfikasi Keluarga 

Kewenagan 

Kabupaten/Kota 

25 orang 25.000.000 Pemberian Pelayanan 

Reunfikasi Keluarga 

Lampung 

Timur 

Jumlah orang yang 

mendapatkan 

Pemberian 

Pelayanan 

Reunfikasi Keluarga 

Kewenagan 

Kabupaten/Kota 

30 orang 70.000.000  

5. Pemberian Bimbingan 

Fisik,Mental,Spiritual dan 

sosial 

Lampung 

Timur 

Jumlah Peserta 

Bimbingan Fisik, 

Mental, Spiritual dan 

Sosial Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

20 orang 40.000.000 Pemberian Bimbingan 

Fisik,Mental,Spiritual dan 

sosial 

Lampung 

Timur 

Jumlah Peserta 

Bimbingan Fisik, 

Mental, Spiritual 

dan Sosial 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

35 orang 70.000.000  
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No 

Rancangan awal RKPD Hasil analisis kebutuhan  

Catatan 

Penting 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu Indikatif 

(Rp.000) 
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu 

Indikatif 

(Rp.000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
1. 

Pemberian Bimbingan Sosial 

kepada Keluarga Penyandang  

Disabilitas Terlantar, Anak 

terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 

serta Gelandangan Pengemis dan 

Masyarakat 

Lampung 

Timur 

Jumlah peserta Bimbingan 

Sosial kepada Keluarga 

Penyandang  Disabilitas 

Terlantar, Anak terlantar, 

Lanjut Usia Terlantar, 

serta Gelandangan 

Pengemis dan Masyarakat 

Kewenagan 

Kabupaten/Kota 

25 orang 25.000.000 

Pemberian Bimbingan Sosial 

kepada Keluarga Penyandang  

Disabilitas Terlantar, Anak 

terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 

serta Gelandangan Pengemis 

dan Masyarakat 

Lampung 

Timur 

Jumlah peserta Bimbingan 

Sosial kepada Keluarga 

Penyandang  Disabilitas 

Terlantar, Anak terlantar, 

Lanjut Usia Terlantar, 

serta Gelandangan 

Pengemis dan Masyarakat 

Kewenagan 

Kabupaten/Kota 

35 orang 70.000.000  

 

Fasilitasi pembuatan nomor induk 

kependudukan, akta kelahiran, 

surat nikah dan kartu identitas 

anak 

Lampung 

Timur 

Jumlah orang yang 

terpenuhi kebutuhan 

pembuatan nomor induk 

kependudukan, akta 

kelahiran, surat nikah dan 

kartu identitas anak bagi 

penyandang disabilitas 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

25 orang 25.000.000 

Fasilitasi pembuatan nomor 

induk kependudukan, akta 

kelahiran, surat nikah dan kartu 

identitas anak 

Lampung 

Timur 

Jumlah orang yang 

terpenuhi kebutuhan 

pembuatan nomor induk 

kependudukan, akta 

kelahiran, surat nikah dan 

kartu identitas anak bagi 

penyandang disabilitas 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

35 orang 70.000.000  

 

Pemberian akses ke layanan 

pendidikan dan kesehatan Dasar 

Lampung 

Timur 

Jumlah orang yang 

mendapatkan akses  ke 

layanan pendidikan dan 

kesehatan Dasar 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

25 orang 25.000.000 

Pemberian akses ke layanan 

pendidikan dan kesehatan Dasar 

Lampung 

Timur 

Jumlah orang yang 

mendapatkan akses  ke 

layanan pendidikan dan 

kesehatan Dasar 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

35 orang 70.000.000  

 

Pemberian layanan data dan 

pengaduan  

Lampung 

Timur 

Jumlah orang yang 

mendapatkan layanan data 

dan pengaduan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

25 orang 25.000.000 

Pemberian layanan data dan 

pengaduan  

Lampung 

Timur 

Jumlah orang yang 

mendapatkan layanan data 

dan pengaduan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

35 orang 70.000.000  

 

Pemberian layanan kedaruratan 

Lampung 

Timur 

Jumlah orang yang 

mendapatkan pelayanan 

kedaruratan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

25 orang 25.000.000 

Pemberian layanan kedaruratan 

Lampung 

Timur 

Jumlah orang yang 

mendapatkan pelayanan 

kedaruratan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

35 orang 70.000.000  

 

Pemberian layanan penelusuran 

keluarga 

Lampung 

Timur 

Jumlah orang yang 

mendapatkan pelayanan 

penelusuran keluarga 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

25 orang 25.000.000 

Pemberian layanan penelusuran 

keluarga 

Lampung 

Timur 

Jumlah orang yang 

mendapatkan pelayanan 

penelusuran keluarga 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

35 orang 70.000.000  
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No 

Rancangan awal RKPD Hasil analisis kebutuhan  

Catatan 

Penting 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu Indikatif 

(Rp.000) 
Program/Kegiatan Lokasi 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaia

n 

Pagu 

Indikatif 

(Rp.000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
 Rehabililitasi Sosial 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

Lainnya Bukan Korban 

HIV/Aids dan Napza di Luar 

Panti Sosial 

Lampung 

Timur 

Cakupan (Eks 

Narapidana, PSK, 

Narkoba dan Penyakit 

Sosial Lainnya yang 

Mandiri) 

30 orang 415.000.000 Rehabililitasi Sosial 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

Lainnya Bukan Korban 

HIV/Aids dan Napza di Luar 

Panti Sosial 

Lampung 

Timur 

Cakupan (Eks 

Narapidana, PSK, 

Narkoba dan 

Penyakit Sosial 

Lainnya yang 

Mandiri) 

30 orang 670.000.000  

1. Penyediaan Perbekalan Kesehatan 

diluar panti 

Lampung 

Timur 

Jumlah orang yang 

mendapatkan pemenuhan 

kebutuhan Perbekalan 

Kesehatan diluar panti 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

25 orang 25.000.000 Penyediaan Perbekalan 

Kesehatan diluar panti 

Lampung 

Timur 

Jumlah orang yang 

mendapatkan 

pemenuhan kebutuhan 

Perbekalan Kesehatan 

diluar panti 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

35 orang 70.000.000  

2. Pemberian Layanan Rujukan Lampung 

Timur 

Jumlah Orang 

Mendapatkan Layanan 

Rujukan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

30 orang 390.000.000 Pemberian Layanan Rujukan Lampung 

Timur 

Jumlah Orang 

Mendapatkan Layanan 

Rujukan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

60 orang 600.000.000  

V. Program Perlindungan dan 

Jaminan Sosial 

Lampung 

Timur 

Persentase PMKS yang 

memperoleh bantuan 

sosial (%) (TPB) 

100% 300.000.000 Program Perlindungan dan 

Jaminan Sosial 

Lampung 

Timur 

Persentase PMKS 

yang memperoleh 

bantuan sosial (%) 

(TPB) 

100% 490.000.000  

 Pengelolaan Data Fakir Miskin 

Cakupan Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Lampung 

Timur 

Cakupan PMKS yang 

difasilitasi 

100% 300.000.000 Pengelolaan Data Fakir 

Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

Lampung 

Timur 

Cakupan PMKS 

yang difasilitasi 

100% 490.000.000  

1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan 

Daerah Kabupaten/ Kota 

Lampung 

Timur 

Jumlah Fakir Miskin 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota yang 

Didata 

604.414 

orang 

15.000.000,00 Pendataan Fakir Miskin 

Cakupan Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Lampung 

Timur 

Jumlah Fakir Miskin 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota yang 

Didata 

604.414 

orang 

50.000.000,00  

2. Pengelolaan Data Fakir Miskin 

Cakupan Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Lampung 

Timur 

Jumlah Keluarga yang 

Mendapatkan 

Pengentasan Fakir Miskin 

Kabupaten/Kota 

93.499 

keluarga 

247.000.000,00 Pengelolaan Data Fakir Miskin 

Cakupan Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Lampung 

Timur 

Jumlah Keluarga yang 

Mendapatkan 

Pengentasan Fakir 

Miskin 

Kabupaten/Kota 

 

93.499 

keluarga 

370.000.000,00  

3. Fasilitasi bantuan sosial 

kesejahteraan keluarga 

Lampung 

Timur 

Jumlah Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM) 

yang Mendapatkan 

Bantuan Sosial 

Kesejahteraan Keluarga 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

50 org 38.000.000 Fasilitasi bantuan sosial 

kesejahteraan keluarga 

Lampung 

Timur 

Jumlah Keluarga 

Penerima Manfaat 

(KPM) yang 

Mendapatkan Bantuan 

Sosial Kesejahteraan 

Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

65 org 70.000.000  

Renja 

2025 
 
 



Page | 24 
 

No 

Rancangan awal RKPD Hasil analisis kebutuhan  
Catatan 

Penting 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu Indikatif 

(Rp.000) 
Program/Kegiatan Lokasi 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu 

Indikatif 

(Rp.000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
VI Program Penanganan Bencana Lampung 

Timur 

Jumlah korban bencana 

alam yang mendapatkan 

pemenuhan kebutuhan 

dasar (jiwa) (SPM) 

1.000 orang 325.000.000 Program Penanganan 

Bencana 

Lampung 

Timur 

Jumlah korban 

bencana alam yang 

mendapatkan 

pemenuhan 

kebutuhan dasar 

(jiwa) (SPM) 

965 orang 670.000.000  

 Perlindungan Sosial Korban 

Bencana Alam dan Sosial 

Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 

Cakupan Korban 

Bencana Alam yang 

terpenuhi kebutuhan 

kesejahteraan sosialnya 

yang sesuai standard 

1.000 orang 225.000.000 Perlindungan Sosial Korban 

Bencana Alam dan Sosial 

Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 

Cakupan Korban 

Bencana Alam yang 

terpenuhi kebutuhan 

kesejahteraan 

sosialnya yang sesuai 

standard 

1.000 

orang 

550.000.000  

1. Penyediaan Makanan Lampung 

Timur 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Permakanan 

3x1 Hari dalam Masa 

Tanggap Darurat 

(Pengungsian) 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

800 orang 150.000.000 Penyediaan Makanan Lampung 

Timur 

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan 

Permakanan 3x1 Hari 

dalam Masa Tanggap 

Darurat (Pengungsian) 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

1.000 orang 400.000.000  

2. Penyediaan tempat penampungan 

pengungsi 

Lampung 

Timur 

Jumlah tempat 

penampungan 

pengungsian Kewenangan 

Kabupateb/Kota 

25 orang 25.000.000 Penyediaan tempat 

penampungan pengungsi 

Lampung 

Timur 

Jumlah tempat 

penampungan 

pengungsian 

Kewenangan 

Kabupateb/Kota 

35 orang 50.000.000  

3. Penanganan khusus bagi 

kelompok rentan 

Lampung 

Timur 

Junlah orang yang 

mendapatkan Penanganan 

khusus bagi kelompok 

rentan Kewenangan 

Kabupateb/Kota 

25 orang 25.000.000 Penanganan khusus bagi 

kelompok rentan 

Lampung 

Timur 

Junlah orang yang 

mendapatkan 

Penanganan khusus 

bagi kelompok rentan 

Kewenangan 

Kabupateb/Kota 

35 orang 50.000.000  

4. Pelayanan dukungan psikososial Lampung 

Timur 
Jumlah korban bencana 

yang mendapatkan 

layanan dukungan 

psikososial Kewenangan 

Kabupateb/Kota 

25 orang 25.000.000 Pelayanan dukungan 

psikososial 

Lampung 

Timur 

Jumlah korban 

bencana yang 

mendapatkan layanan 

dukungan psikososial 

Kewenangan 

Kabupateb/Kota 

35 orang 50.000.000  

 Kegiatan Penyelenggaraan 

Pemberdayaan Masyarakat 

terhadap Kesiapsiagaan 

Bencana Kabupate/Kota 

 

Lampung 

Timur 

Jumlah TAGANA aktif 

yang mendapat 

pemberdayaan 

kesiapsiagaan bencana 

 

56 org 100.000.000 Kegiatan Penyelenggaraan 

Pemberdayaan Masyarakat 

terhadap Kesiapsiagaan 

Bencana Kabupate/Kota 

Lampung 

Timur 

Jumlah TAGANA 

aktif yang mendapat 

pemberdayaan 

kesiapsiagaan 

bencana 

56 org 117.200.000  
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No 

Rancangan awal RKPD Hasil analisis kebutuhan  
Catatan 

Penting 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu Indikatif 

(Rp.000) 
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Pagu Indikatif 

(Rp.000) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1. Koordinasi, Sosialisasi dan 

Pelaksanaan Taruna Siaga 

Bencana 

 

Lampung 

Timur 

Jumlah Orang yang 

Melaksanakan 

Koordinasi, Sosialisasi 

dan Pelaksanaan 

Taruna Siaga Bencana 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

 

57 org 100.000.000 Koordinasi, Sosialisasi dan 

Pelaksanaan Taruna Siaga 

Bencana 

 

Lampung 

Timur 

Jumlah Orang yang 

Melaksanakan 

Koordinasi, 

Sosialisasi dan 

Pelaksanaan Taruna 

Siaga Bencana 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

57 org 120.000.000  

VII. Program Pengelolaan 

Taman Makam Pahlawan 

Lampung 

Timur 

Taman makam 

pahlawan berfungsi 

dengan baik (%) 

100 % 80.000.000 Program Pengelolaan 

Taman Makam Pahlawan 

Lampung 

Timur 

Taman makam 

pahlawan berfungsi 

dengan baik (%) 

100 % 200.000.000  

 Pemeliharaan Taman 

Makam Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 

Persentase Areal 

makam pahlawan 

yang ditangani, 

pemeliharaan sarana 

dan prasarana 

pemakaman serta 

peringatan hari 

Pahlawan 

100 % 80.000.000 Pemeliharaan Taman 

Makam Pahlawan 

Nasional Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 

Persentase Areal 

makam pahlawan 

yang ditangani, 

pemeliharaan 

sarana dan 

prasarana 

pemakaman serta 

peringatan hari 

Pahlawan 

100 % 200.000.000  

1. Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Taman Makam 

Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota 

 

Lampung 

Timur 

Jumlah Dokumen Hasil 

Rehabilitasi serta 

Pemeliharaan Sarana 

dan Prasarana Taman 

Makam Pahlawan 

Nasional 

Kabupaten/Kota 

 

2 dok 40.000.000 Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Taman Makam 

Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota 

 

Lampung 

Timur 

Jumlah Dokumen 

Hasil Rehabilitasi 

serta Pemeliharaan 

Sarana dan 

Prasarana Taman 

Makam Pahlawan 

Nasional 

Kabupaten/Kota 

2 dok 100.000.000  

2. Pengamanan Taman Makam 

Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 

Jumlah Laporan Hasil 

Pengamanan Taman 

Makam Pahlawan 

Nasional 

Kabupaten/Kota 

3 laporan 40.000.000 Pengamanan Taman Makam 

Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 

Jumlah Laporan 

Hasil Pengamanan 

Taman Makam 

Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota 

3 laporan 100.000.000  

Jumlah 7.857.000.000 
    

11.033.062.967 
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2.5.   Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat 

  

  Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur akan menampung usulan dari 

masyarakat melalui proses pelaksanaan musyawarah Rencana Pembangunan 

(Musrenbang) Tingkat Desa, Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan. yang 

dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten 

Lampung Timur. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait 

pelayanan kesejahteraan sosial tentunya Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur 

perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan 

secara anggaran dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur serta berbagai 

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan 

sosial yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, hal ini 

menyebabkan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur mungkin tidak dapat 

mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dari 

masyarakat untuk Tahun 2025. Mengenai daftar usulan dari para stakeholders 

(masyarakat) terkait pelayanan bidang kesejahteraan sosial dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

 

Tabel 2.5 

Usulan Program dan kegiatan dari Para pemangku Kepentingan Tahun 2025 

Kabupaten Lampung Timur 

 

NO 
PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 
KETERANGAN 

1. Program Rehabilitasi Sosial 

Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar 

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 

terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta 

Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 

Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu 

Bantuan Kursi Roda dan Kaki 

tangan palsu untuk penyandang 

disabilitas 

2. Program Rehabilitasi Sosial 

Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar 

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 

terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta 

Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 

Sub Kegiatan Permakanan 

Bantuan Permakanan untuk Lanjut 

Usia Terlantar, Anak Terlantar dan 

anak stunting 
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NO 
PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 
KETERANGAN 

3. Program Rehabilitasi Sosial 

Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar 

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 

terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta 

Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 

Sub Kegiatan Penyediaan Sandang 

Bantuan pakaian bagi Penyandang 

Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia 

Terlantar, Gelandangan Pengemis 

dan Korban Bencana alam 

4. Program Rehabilitasi Sosial 

Kegiatan  Rehabilitas Sosial Dasar 

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 

terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta 

Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 

Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan 

Fisik,Mental,Spiritual dan sosial 

Pemberian sosialisasi dan pelatihan 

serta konseling bagi Penyandang 

Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia 

Terlantar, Gelandangan Pengemis 

dan Korban Bencana alam 

5. Program Rehabilitasi Sosial 

Kegiatan  Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza 

di Luar Panti Sosial 

Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan 

Bantuan Rehabilitasi untuk  

Penyandang Disabilitas Mental 

(ODGJ) 
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3.1.  Telaahan terhadap kebijakan Nasional 

  

  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 

merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan 

mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan 

perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan  negara-

negara penghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang 

memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta 

kesejahteraan rakyat yang lebih baik.  

  Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang 

merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana 

pembangunan nasional periode terakhir,  Keempat pilar tersebut tersebu 

diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program 

Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 

2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 

17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta 

indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.  
 

 

                       Gambar 1.1 Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024 
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BAB   III 

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

1. Kelembagaan 

politik dan 

hukum yang 

mantap 

 

2.  Kesejahteraan  

     masyarakat yang  

     terus meningkat 

     mantap 
 

4.. Terwujudnya  

     keanekaragaman  

     hayati yang  

     terjaga 

3.  Struktur ekonomi  

     yang semakin  

     maju dan kokoh 
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Sedangkan 7  (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024, antara 

lain : 
 

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas 

 Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan 

ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya 

ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang 

dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. 

Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan 

dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk 

peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.Pembangunan ekonomi akan 

dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan 

(2) peningkatan nilai tambah  ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi 

sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan 

pertanian, kemaritiman dan perikanan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, 

dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut akan didukun dengan perbaikan 

data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta 

perbaikan kualitas kebijakan. 
 

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin 

pemerataan 
 

 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 menekankan 

terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di 

berbagai wilayah yang didukung sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing. 

Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah ini, pendekatan dan 

strategi pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi 

juga pemerataan  pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada 2020-2024, 

pengembangan wilayah dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu strategi 

pertumbuhan dan strategi pemerataan sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor 

pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau. 

 

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 
 

 Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya 

manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan 

cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada, pemenuhan pelayanan dasar dan 

perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, dan pengentasan kemiskinan. 
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Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus 

hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun 

penduduk penyandang disabilitas. 

 

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 
 

 Revolusi mental merupakan gerakan kebudayaan untuk mengubah cara pandang, 

sikap, perilaku  yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan melalui  internalisasi 

nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, keluarga, insititusi sosial, masyarakat  

sampai dengan lembaga-lembaga negara.  Nilai-nilai esensial revolusi mental tersebut 

meliputi integritas, etos kerja, dan gotong royong yang merupakan nilai luhur budaya 

bangsa.  Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan  memiliki kedudukan penting dan 

berperan sentral dalam pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan karakter dan sikap 

mental dapat menjadi faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses 

pembangunan dan modernisasi. Mentalitas disiplin,  etos kemajuan, etika kerja, jujur, 

taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang 

diperlukan untuk mewujudkan negarabangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya 

saing, sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain. 

 

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan 

Pelayanan Dasar 
 

 Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka 

mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di 

bidang infrastruktur pada  beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada  peningkatan 

kualitas infrastruktur di Indonesia. Namun demikian, daya saing infrastruktur Indonesia 

masih perlu terus ditingkatkan 

 

6. Membangun Lingkungan Hidup,  Meningkatkan Ketahanan  Bencana dan 

Perubahan Iklim 
 

 Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi 

menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor 

komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki 

risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat 

menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang 

apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, 

upaya membangun   ingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan 

iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. 

Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok 

kebijakan, yakni:  
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(1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan 

iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon. 
 

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 

 

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) 

Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. 

Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi; terwujudnya 

supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya 

rasa aman  dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan  wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan  kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari 

dalam   maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk 

mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. 

 

 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional untuk Dinas Sosial Kabupaten Lampung 

Timur mengampu pada Agenda Pembangunan RPJMN Ke 3  yaitu Meningkatkan 

Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 

 Untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu 

sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada 

pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, 

perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan. Kebijakan pembangunan manusia 

tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk 

memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang 

disabilitas. contohnya :  

1. Bantuan  PKH (Program Keluarga Harapan). PKH adalah program bantuan tunai 

untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan syarat dan kewajiban tertentu 

yang telah ditetapkan. Tujuan PKH adalah membantu KPM menghindari kemiskinan 

dan memastikan generasi beriktunya sehat, serta dapat menyelesaikan pendidikan. 

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur telah mencantumkannya dalam Renstra 

SKPD Tahun 2021 - 2026, yakni dalam Program Pemberdayaan Sosial; Kegiatan 

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah  Kabupaten/Kota pada 

Sub kegiatan Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. 

2. BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program pemerintah dalam 

memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin untuk membantu  

mengentaskan kemiskinan, bantuan yang diberikan berbentuk tunai.   
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Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur telah mencantumkannya dalam Renstra 

SKPD Tahun 2021 - 2026, yakni dalam Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; 

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kotapada Sub 

kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota. 
 

3. Bantuan permakanan untuk Lanjut Usia (Lansia), bantuan paket sembako, tujuan 

penyaluran bantuan permakanan ini adalah sebagai upaya pemerintah dalam 

memberikan perlindungan dan jaminan  sosial dalam pemenuhunan  kebutuhan dasar 

untuk menambah asupan gizi sebagai upaya meningkatkan imunitas lansia yang 

hidup dalam kemiskinan. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur telah 

mencantumkannya dalam Renstra SKPD Tahun 2021 - 2026, yakni dalam Program 

Rehabilitasi Sosial; Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 

Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gelandangan Pengemis di 

Luar Panti Sosial sub kegiatan Penyedian Permakanan. 

4. Penyediaan alat bantu untuk penyandang disabilitas, bantuan yang diberikan berupa 

kursi roda dan kaki tangan palsu, bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

kemandirian para penyandang disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari ataupun 

berkarya, sehingga secara otomatis akan semakin meningkatkan pemberdayaan 

dirinya dalam kehidupan bersosial. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur telah 

mencantumkannya dalam Renstra SKPD Tahun 2021 - 2026, yakni dalam Program 

Rehabilitasi Sosial; Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 

Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di 

Luar Panti Sosial sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu. 

 

 

3.2    Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD 
 

  Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu 

organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari 

keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh 

karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang 

didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan.  

  Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan 

strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, 

misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan 

alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang 

diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang 

spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan 

dengan tujuan yang ditetapkan. 
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  Tujuan dan sasaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur  2021-

2026 mendukung Misi ke-3 “Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan 

berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial 

kemasyarakatan”. Berikut tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lampung 

Timur  tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten 

Lampung Timur  2021-2026  dan Renstra Dinas Sosial 2021-2026: 

a. Tujuan :   

 Meningkatkan layanan sosial masyarakat  

b. Sasaran  

 a. Meningkatnya Kualitas Potensi Sumeber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 

                    Kewenangan Kabupaten yang aktif 

 b. Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 
 

Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai tersebut berpedoman terhadap RPJMD, 

Renstra dan RKPD sehingga diharapkan adanya keserasian dan keselarasan dalam 

mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur 

Misi 3: Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui 

pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan 

 

No Tujuan Sasaran Indkator sasaran 
Target 

Tahun 2025 

1 2 3 4 5 

1. Meningkatkan  

layanan sosial 

masyarakat 

Meningkatnya Kualitas 

Potensi Sumeber 

Kesejahteraan Sosial 

(PSKS) 

Persentase  Potensi 

Sumeber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS) 

Kewenangan 

Kabupaten yang aktif 

100 

  

Meningkatnya 

Kemandirian Pemerlu 

Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial 

(PPKS) 

Persentase Kemandirian 

Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial 

(PPKS) yang mandiri 

 

25,78 

 
 

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  

 

a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan 

 kegiatan adalah : Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah 

 dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD yang berpedoman pada sasaran 

 pokok arah kebijakan yang mengacu pada RPPJPD untuk keselarasan 

 program/kegiatan pembangunan yang kerkelanjutan  

b. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten  Lampung 

 Timur untuk tahun  2025 sesuai dengan tugas dan fungsi kepala bidang 

 sertakepala seksi masing-masing terdiri dari 7  (tujuh) Program dan 15 (lima 

 belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) Sub Kegiatan  dengan uraian sebagai 

 berikut : 
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1)  Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai 

 berikut :  

  a.  Kegiatan  Perencanaan,  Penganggaran,    dan    Evaluasi    Kinerja 

   Perangkat Daerah : 

 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah 

 Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

 Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

 Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan  Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

  Realisasi  Kinerja SKPD  

b.. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah : 

 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN 

 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD 

 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

c.  c.. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  

 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 

d. Kegiatan dministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 

 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

e.  e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah : 

 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

 Penyediaan peralatan rumah tangga 

 Penyediaan bahan logistik kantor 

 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 

 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 

f.  f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : 

 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 
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g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah : 

 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

2) Program Pemberdayaan Sosial 

a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

Daerah  Kabupaten/Kota : 

 Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 

 Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 

 Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan 

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 

3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 

a. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak 

 Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk 

 dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal : 

 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak 

Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk 

dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal. 

4) Program Rehabilitasi Sosial 

a. Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, 

 Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta Gelandangan Pengemis 

 di Luar Panti Sosial: 

 Penyedian Permakanan 

 Penyediaan Sandang 

 Penyediaan Alat Bantu 

 Pemberian Pelayanan Reunfikasi Keluarga 

 Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan sosial 

 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang  

Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta 

Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 

 Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, 

surat nikah dan kartu identitas anak 

 Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar 

 Pemberian layanan data dan pengaduan 

 Pemberian layanan kedaruratan 

 Pemberian layanan penelusuran keluarga 
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b. Kegiatan Rehabililitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan 

 Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar 

 Panti Sosial : 

 Penyediaan Perbekalan Kesehatan diluar panti 

 Pemberian Layanan Rujukan 
 

5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 

a. Kegiatan   Pengelolaan   Data     Fakir   Miskin     Cakupan   Daerah 

  Kabupaten/ Kota 

 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota 

 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota 

 Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga 
 

6) Program Penanganan Bencana 

a. Kegiatan     Perlindungan     Sosial     Korban     Bencana Alam dan 

   Sosial Kabupaten/Kota 

 Penyediaan Makanan 

 Penyediaan tempat penampungan pengungsi 

 Penanganan khusus bagi kelompok rentan 

 Pelayanan dukungan psikososial 

b. Kegiatan   Penyelenggaraan   Pemberdayaan   Masyarakat terhadap 

   Kesiapsiagaan Bencana Kabupate/Kota 

 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 

7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 

a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 

 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota 

 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 
 

 Lokasi Program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, berdasarkan 

pada sebaran Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial ( PPKS) di tempat tersebut, 

dengan kriteria  untuk segera mendapat penanganan. Sehubungan hal tersebut dalam 

pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, dibutuhkan dana sebesar Rp. 

7.857.000.000 (Tujuh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah), yang 

bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Timur. 

 

 Rumusan Program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 

telah sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jumlah program/kegiatan/Sub Kegiatan 

dan pagu indikatif Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung 

Timur tahun 2025, secara jelas dapat dilihat pada table 3.1 : 
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Tabel 3.2 

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Lampung Timur 

 

Nama OPD  :  DINAS SOSIAL 

KODE 

URUSAN/BIDANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH DAN 

PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

PROGRAM 

(OUTCOME)/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN (OUTPUT) 

RENCANA TAHUN 2025 

CATATAN 

PENTING 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 

TAHUN 2026 

LOKASI 

TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

KEBUTUHAN 

DANA/PAGU 

INDIKATIF 

SUMBER 

DANA 

TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

KEBUTUHAN DANA/ 

PAGU INDIKATIF 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1         

URUSAN PEMERINTAH WAJIB 

YANG BERKAITAN DENGAN 

PELAYANAN DASAR       

  

        

1 06 

      

BIDANG URUSAN PEMERINTAH 

BIDANG SOSIAL 
      

  

        

1 06 01     
Program Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Persentase pemenuhan kebutuhan 

administrasi perkantoran (%) 
Sukadana 100 persen 4.757.000.000 APBD 

 
100 persen 6.278.062.967 

1 06 01 2.01   

Kegiatan Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase Laporan capaian 

kinerja dan keuangan tepat waktu  
Sukadana 12 bulan 32.520.875 APBD 

 
12 bulan 100.000.000 

1 06 01 2.01 01 
Penyusunan dokumen perencanaan 

perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 
Sukadana 2 dokumen 

                    

7,847,514  
APBD 

 
2 dokumen 25.000.000 

1 06 01 2.01 02 
Koordinasi dan penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

Sukadana 1 dokumen 
                    

8,379,027  
APBD 

 
2 dokumen 25.000.000 

1 06 01 2.01 03 
Koordinasi dan penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 

Sukadana 1 dokumen 
                    

8,106,855  
APBD  2 dokumen 25.000.000 

1 06 01 2.01 06 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Sukadana 3 laporan 8.187.479 APBD  3 laporan 25.000.000 

1 06 01 2.02   
Kegiatan Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Cakupan administrasi keuangan 

perangkat daerah 
Sukadana 12 bulan 3.410.256.249 APBD  12 bulan       4.125.562.967,00  

1 06 01 2.02 01 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN 
Jumlah Orang yang Menerima Gaji 

dan Tunjangan ASN 
Sukadana 12 orang/bulan 

          

3,205,168,930  
APBD  12 orang/ bulan               3.865.562.967  
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KODE 

URUSAN/BIDANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH DAN 

PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

PROGRAM 

(OUTCOME)/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN (OUTPUT) 

RENCANA TAHUN 2025 

CATATAN 

PENTING 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 

TAHUN 2026 

LOKASI 

TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

KEBUTUHAN 

DANA/PAGU 

INDIKATIF 

SUMBER 

DANA 

TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

KEBUTUHAN DANA/ 

PAGU INDIKATIF 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 06 01 2.02 02 
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN 

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 
Sukadana 1 dokumen 153.679.125 APBD 

 
8 dokumen                 200.000.000  

1 06 01 2.02 03 
Pelaksanaan penatausahaan dan 

pengujian/verifikasi Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

danPengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD 

Sukadana 3 dokumen 31.920.000 APBD 
 

3 dokumen                   35.000.000  

1 06 01 2.02 05 
Koordinasi dan penyusunan laporan 

keuangan akhir tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Sukadana 1 laporan 9.488.194 APBD 
 

1 laporan                   25.000.000  

1 06 01 2.02 07 

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD 

Tersedianya laporan keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD dan Laporan Koordinasi 

penyusunan laporan Keuangan 

bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD 

Sukadana 1 laporan 10.000.000 APBD 
 

1 laporan                   25.000.000  

1 06 01 2.03   
Kegiatan Administrasi Barang 

Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah 

Terlaksananya administrasi barang 

milik daerah 
Sukadana 12 bulan            36.960.000,00  APBD 

 
12 bulan            37.500.000,00  

1 06 01 2.03 06 
Penatausahaan Barang Milik Daerah 

pada SKPD 

Jumlah Laporan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD 
Sukadana 6 laporan            36.960.000,00  APBD 

 
5 laporan               37.500.000,00  

1 06 01 2.05  
Kegiatan Administrasi 

Kepegawaian Perangkat Daerah 

Terlaksananya administrasi 

Kepegawaian Perangkat Daerah 
Sukadana 12 bulan            50.000.000,00  APBD  5 laporan            50.000.000,00  

1 06 01 2.05 04 
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian 

Kinerja Pegawai 

Jumlah Dokumen Monitoring, 

Evaluasi dan Penilaian Kinerja 

Pegawai 

Sukadana 1 dokumen            20.000.000,00  APBD  5 laporan            20.000.000,00  

1 06 01 2.05 05 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Jumlah pegawai berdasarkan tugas 

dan fungsi yang mengikuti Pendidikan 

dan Pelatihan 

Sukadana 3 laporan 30.000.000,00  APBD  5 laporan 30.000.000,00  

1 06 01 2.06   
Kegiatan Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Capaian Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
Sukadana 12 bulan 250.862.876  APBD  12 bulan          530.000.000,00  

1 06 01 2.06 01 
Penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan 

Sukadana 13 paket               15.000.000 APBD  13 paket               30.000.000,00  

1 06 01 2.06 02 
Penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang Disediakan 
Sukadana 27 paket               35.000.000  APBD  27 paket               80.000.000,00  

1 06 01 2.06 03 Penyediaan peralatan rumah tangga 
Jumlah Paket Peralatan Rumah 

Tangga yang Disediakan 
Sukadana 33 paket               20.000.000  APBD  33 paket               45.000.000,00  

1 06 01 2.06 04 Penyediaan bahan logistik kantor 
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 

yang Disediakan 
Sukadana 3 paket               20.000.000  APBD  5 paket               40.000.000,00  
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KODE 

URUSAN/BIDANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH DAN 

PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

PROGRAM 

(OUTCOME)/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN (OUTPUT) 

RENCANA TAHUN 2025 

CATATAN 

PENTING 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 

TAHUN 2026 

LOKASI 

TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

KEBUTUHAN 

DANA/PAGU 

INDIKATIF 

SUMBER 

DANA 

TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

KEBUTUHAN 

DANA/ PAGU 

INDIKATIF 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 06 01 2.06 05 
Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang disediakan  
Sukadana 8 paket               35.862.876  APBD 

 
8 paket 

              

40.000.000,00  

1 06 01 2.06 06 
Penyediaan bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan yang 

Disediakan 

Sukadana 1 dokumen               10.000.000  APBD 
 

1 dokumen 
              

25.000.000,00  

1 06 01 2.06 09 
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan 

konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

Sukadana 26 laporan               100.000.000  APBD 
 

30 laporan 
            

250.000.000,00  

1 06 01 2.06 10 
Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

Arsip Dinamis pada SKPD 
Sukadana 1 dokumen               15.000.000  APBD 

 
1 dokumen 

            

15.000.000,00  

1 06 01 2.08   

Kegiatan Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Tingkat layanan penyedian jasa 

penunjang urusan Pemerintah 

Daerah 

Sukadana 12 bulan          751.400.000  APBD 
 

12 bulan          830.000.000,00  

1 06 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 
Sukadana 1 laporan               15.000.000 APBD 

 
1 laporan 

                                

15.000.000 

1 06 01 2.08 02 
Penyediaan jasa komunikasi, sumber 

daya air dan listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik yang Disediakan 

Sukadana 2 laporan                   61.400.000  APBD 
 

2 laporan 
                  

80.000.000  

1 06 01 2.08 03 
Penyediaan jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan 

Sukadana 3 laporan               10.000.000  APBD 
 

3 laporan 
              

35.000.000,00  

1 06 01 2.08 04 
Penyediaan jasa pelayanan umum 

kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan 

Sukadana 6 laporan             665.000.000 APBD 
 

6 laporan 
            

700.000.000,00  

1 06 01 2.09   

Kegiatan Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Capaian Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Sukadana 12 bulan          225.000.000  APBD 
 

bulan          655.000.000,00  

1 06 01 2.09 01 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 

Sukadana 10 unit             200.000.000 APBD 
 

10 unit 
            

355.000.000,00  

1 06 01 2.09 09 
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang dipelihara/ 

direhabilitasi 

Sukadana 1  unit             25.000.000  APBD  1  unit 
            

300.000.000,00  

1 06 02     Program Pemberdayaan Sosial 

Cakupan Potensi dan Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang 

terfasilitasi (%) (TPB) 

Lampung 

Timur 
100 persen       1.343.000.000  APBD  100 persen       1.535.000.000,00  

Renja 

2025 
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KODE 

URUSAN/BIDANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH DAN 

PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 

(OUTCOME)/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN (OUTPUT) 

RENCANA TAHUN 2025 

CATATAN 

PENTING 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 

LOKASI 

TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

KEBUTUHAN 

DANA/PAGU 

INDIKATIF 

SUMBER 

DANA 

TARGET CAPAIAN 

KINERJA 

KEBUTUHAN DANA/ 

PAGU INDIKATIF 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 06 02 2.03   
Kegiatan Pengembangan Potensi 

Sumber Kesejahteraan Sosial 

Daerah  Kabupaten/Kota 

Persentase Cakupan Potensi 

Sumber Kesejahteraan Sosial 

(PSKS) yang terfasilitasi  

Lampung 

Timur 
100 persen       1.343.000.000  APBD 

 
100 persen       1.535.000.000,00  

1 06 02 2.03 02 

Peningkatan kemampuan Potensi 

Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

 

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ 

Kota yang Meningkat Kapasitasnya 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 
24 orang             460.000.000  APBD 

 
24 orang 500.000.000,00 

1 06 02 2.03 03 

Peningkatan kemampuan Potensi 

Sumber Kesejahteraan Sosial 

Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

 

Jumlah Keluarga yang Meningkat 

Kapasitasnya Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 

54.685 

Keluarga 
            783.000.000  APBD 

 

54.685 

Keluarga 

            

785.000.000,00  

1 06 02 2.03 05 

Peningkatan kemampuan Sumber 

Daya Manusia dan Penguatan 

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan 

Keluarga (LK3) 

Jumlah Sertifikat yang dari Hasil 

Peningkatan Sumber Daya Manusia 

dan Lembaga Konsultasi 

Kesejahteraan Keluarga (LK3) 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 
20 sertifikat 100.000.000 APBD 

 
30 sertifikat 

            

250.000.000,00  

1 06 03     
Program Penanganan Warga Negara 

Migran Korban Tindak Kekerasan  

Cakupan warga negara migran 

terfasilitasi (%) 

Lampung 

Timur 
20 orang          10.000.000 APBD 

 
140 orang          30.000.000,00  

1 06 03 2.01   

Kegiatan Pemulangan Warga Negara 

Migran Korban Tindak Kekerasan dari 

titik debarkasi di daerah Kabupaten/ 

Kota untuk dipulangkan ke 

Desa/Kelurahan Asal 

Jumlah warga negara migran 

pemulangan dan masa adaptasi dengan 

masyarakat/ lingkungan soial 

Lampung 

Timur 
20 orang          10000.000 APBD 

 
140 orang          30.000.000,00  

1 06 03 2.01 01 

Fasilitasi Pemulangan Warga Negara 

Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik 

debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk 

dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 

Jumlah Warga Negara Migran Korban 

Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari 

Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk 

dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 
20 orang          10.000.000 APBD 

 
140 orang             30.000.000,00  

1 06 04     Program Rehabilitasi Sosial 

Presentase Penyandang disabilitas 

terlantar dan penyakit sosial lainnya yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar 

panti (%) (SPM) (TPB) 

Lampung 

Timur 
100 persen 1.042.000.000  APBD 

 
100 persen 

      1.830.000.000,00  
 

1 06 04 2.01   

Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar 

Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 

terlantar, Lanjut Usia Terlantar,Serta 

Gelandangan Pengemis di Luar Panti 

Sosial 

Cakupan Penyandang disabilitas, anak 

terlantar, anak stunting, lanjut usia  

terlantar dan gelandangan pengemis  

yang merima bantuan di Luar Panti 

Sosial  

Lampung 

Timur 
401 orang 627.000.000  APBD 

 
260 orang          1.160.000.000,00  

 

Renja 

2025 
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KODE 

URUSAN/BIDANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH DAN 

PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

PROGRAM 

(OUTCOME)/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN (OUTPUT) 

RENCANA TAHUN 2025 

CATATAN 

PENTING 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 

TAHUN 2026 

LOKASI 

TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

KEBUTUHAN 

DANA/PAGU 

INDIKATIF 

SUMBER 

DANA 

TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

KEBUTUHAN DANA/ 

PAGU INDIKATIF 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 06 04 2.01 01 Penyedian Permakanan 

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 

dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 
150 orang 82.000.000  APBD 

 
200 orang             100.000.000,00  

1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 

Jumlah Orang yang menerima pakaian dan 

kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 

tahun  Kewenangan Kabupaten/ Kota 

Lampung 

Timur 
150 orang 50.000.000 APBD 

 
200 orang             100.000.000,00  

1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 

Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat 

Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai 

kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota 

Lampung 

Timur 
20 orang             280.000.000 APBD 

 
30 orang             400.000.000,00  

1 06 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunfikasi Keluarga 

Jumlah orang yang mendapatkan 

Pemberian Pelayanan Reunfikasi 

Keluarga Kewenagan Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 
25 orang 25.000.000 APBD 

  
            70.000.000,00  

1 06 04 2.01 05 
Pemberian Bimbingan 

Fisik,Mental,Spiritual dan sosial 

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 

Spiritual dan Sosial Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 
25  orang 40.000.000 APBD 

 
30 orang 70.000.000,00 

1 06 04 2.01 06 

Pemberian Bimbingan Sosial kepada 

Keluarga Penyandang  Disabilitas 

Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia 

Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan 

Masyarakat 

Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada 

Keluarga Penyandang  Disabilitas 

Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia 

Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan 

Masyarakat Kewenagan Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 
25 orang 25.000.000 APBD 

  
            70.000.000,00  

1 06 04 2.01 07 

Fasilitasi pembuatan nomor induk 

kependudukan, akta kelahiran, surat nikah 

dan kartu identitas anak 

Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan 

pembuatan nomor induk kependudukan, 

akta kelahiran, surat nikah dan kartu 

identitas anak bagi penyandang disabilitas 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 
25 orang 25.000.000 APBD 

  
            70.000.000,00  

1 06 04 2.01 08 
Pemberian akses ke layanan pendidikan dan 

kesehatan Dasar 

Jumlah orang yang mendapatkan akses  ke 

layanan pendidikan dan kesehatan Dasar 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 
25 orang 25.000.000 APBD 

  
            70.000.000,00  

1 06 04 2.01 09 Pemberian layanan data dan pengaduan 

Jumlah orang yang mendapatkan layanan 

data dan pengaduan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 
25 orang 25.000.000 APBD 

  
            70.000.000,00  

1 06 04 2.01 10 Pemberian layanan kedaruratan 
Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan 

kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 
25 orang 25.000.000 APBD 

  
            70.000.000,00  

1 06 04 2.01 11 Pemberian layanan penelusuran keluarga 

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan 

penelusuran keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 
25 orang 25.000.000 APBD 

  
            70.000.000,00  

1 06 04 2.02   

Kegiatan Rehabililitasi Sosial 

Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban 

HIV/Aids dan Napza di Luar Panti 

Sosial 

Cakupan Penyandang  Disabilitas 

Mental  dan Penyakit Sosial Lainnya 

yang Mandiri 

Lampung 

Timur 
33 orang 300.000.000 APBD 

 
100 orang          490.000.000,00  

1 06 04 2.02 06 
Penyediaan Perbekalan Kesehatan 

diluar panti 

Jumlah orang yang mendapatkan 

pemenuhan kebutuhan Perbekalan 

Kesehatan diluar panti Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 
25 orang 15.000.000 APBD 

 
35 orang             50.000.000,00  

 

Renja 

2026 
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KODE 

URUSAN/BIDANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH DAN 

PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

PROGRAM 

(OUTCOME)/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN (OUTPUT) 

RENCANA TAHUN 2025 

CATATAN 

PENTING 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 

TAHUN 202 

LOKASI 

TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

KEBUTUHAN 

DANA/PAGU 

INDIKATIF 

SUMBER 

DANA 

TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

KEBUTUHAN 

DANA/ PAGU 

INDIKATIF 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 06 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan 

Jumlah Orang Mendapatkan Layanan 

Rujukan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 
40 orang 247.000.000 APBD 

 
80 orang             370.000.000,00  

1 06 05     
Program Perlindungan dan Jaminan 

Sosial 

Persentase PMKS yang memperoleh 

bantuan sosial (%) (TPB) 

Lampung 

Timur 
100 persen       300.000.000  APBD 

 
100 persen       490.000.000,00  

1 06 05 2.02   

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir 

Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/ Kota 

Cakupan PMKS yang difasilitasi 
Lampung 

Timur 
100 persen       300.000.000  APBD 

 
100 persen       490.000.000,00  

1 06 05 2.02 01 
Pendataan Fakir Miskin Cakupan 

Daerah Kabupaten/ Kota 

Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota yang Didata 

Lampung 

Timur 
604.414 orang 15.000.000 APBD 

 

598.370 

orang 
            50.000.000,00  

1 06 05 2.02 02 
Pengelolaan Data Fakir Miskin 

Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota 

Jumlah Keluarga yang Mendapatkan 

Pengentasan Fakir Miskin 

Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 
93.499 keluarga             247.000.000  APBD 

 

93.499 

keluarga 
            370.000.000,00  

1 06 05 2.02 03 
Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan 

keluarga 

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM) yang Mendapatkan Bantuan 

Sosial Kesejahteraan Keluarga 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 
50 keluarga 38.0000.000 APBD 

 

100 

keluarga 
70.000.000,00 

1 06 06     Program Penanganan Bencana 

Jumlah korban bencana alam yang 

mendapatkan pemenuhan 

kebutuhan dasar (jiwa) (SPM) 

Lampung 

Timur 
850 Jiwa 325.000.000  

APBD 
 

1.060 Jiwa          670.000.000,00  

1 06 06 2.01   

Kegiatan Perlindungan Sosial 

Korban Bencana Alam dan Sosial 

Kabupaten/Kota 

Cakupan Korban Bencana Alam 

yang terpenuhi kebutuhan 

kesejahteraan sosialnya yang sesuai 

standard 

Lampung 

Timur 
850 Jiwa 225.000.000  APBD 

 
100%          550.000.000,00  

1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Permakanan 3x1 Hari dalam Masa 

Tanggap Darurat (Pengungsian) 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 
800 orang 150.000.000  APBD 

 

1.000 

orang 
            400.000.000,00  

1 06 06 2.01 03 
Penyediaan tempat penampungan 

pengungsi 

Jumlah tempat penampungan 

pengungsian Kewenangan 

Kabupateb/Kota 

Lampung 

Timur 
4 unit 25.000.000  APBD 

 
4 unit             50.000.000,00  

1 06 06 2.01 04 
Penanganan khusus bagi kelompok 

rentan 

Junlah orang yang mendapatkan 

Penanganan khusus bagi kelompok 

rentan Kewenangan Kabupateb/Kota 

Lampung 

Timur 
25 orang 25.000.000  APBD 

 
30 orang             50.000.000,00  

1 06 06 2.01 05 Pelayanan dukungan psikososial 

Jumlah korban bencana yang 

mendapatkan layanan dukungan 

psikososial Kewenangan 

Kabupateb/Kota 

Lampung 

Timur 
25 orang 25.000.000  APBD 

 
30 orang             50.000.000,00  

 

Renja 

2025 
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KODE 

URUSAN/BIDANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH DAN 

PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

PROGRAM 

(OUTCOME)/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN (OUTPUT) 

RENCANA TAHUN 2025 

CATATAN 

PENTING 

PRAKIRAAN MAJU RENCANA 

TAHUN 2026 

LOKASI 

TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

KEBUTUHAN 

DANA/PAGU 

INDIKATIF 

SUMBER 

DANA 

TARGET 

CAPAIAN 

KINERJA 

KEBUTUHAN 

DANA/ PAGU 

INDIKATIF 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 06 06 2.02   

Kegiatan Penyelenggaraan 

Pemberdayaan Masyarakat 

terhadap Kesiapsiagaan Bencana 

Kabupate/Kota 

Jumlah TAGANA aktif yang 

mendapat pemberdayaan 

kesiapsiagaan bencana 

Lampung 

Timur 
57 orang          100.000.000  APBD 

 
57 orang          120.000.000,00  

1 06 06 2.02 02 
Koordinasi, Sosialisasi dan 

Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 

Jumlah Orang yang Melaksanakan 

Koordinasi, Sosialisasi dan 

Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Lampung 

Timur 
57 orang          100.000.000  APBD 

 
57 orang             120.000.000,00  

1 06 07     
PROGRAM PENGELOLAAN 

TAMAN MAKAM PAHLAWAN 

Taman makam pahlawan berfungsi 

dengan baik (%) 

Lampung 

Timur 
100 persen 80.000.000  APBD 

 
100 persen         200.000.000,00  

1 06 07 2.01   

Pemeliharaan Taman Makam 

Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota 

Persentase Areal makam pahlawan 

yang ditangani, pemeliharaan 

sarana dan prasarana pemakaman 

serta peringatan hari Pahlawan 

Lampung 

Timur 
100 persen 80.000.000  APBD 

 
100 persen          200.000.000,00  

1 06 07 2.01 01 

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Taman Makam Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi 

serta Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana Taman Makam Pahlawan 

Nasional Kabupaten/Kota 

Sukadana 2 dokumen 40.000.000 APBD  2 dokumen 100.000.000,00 

1 06 07 2.01 03 
Pengamanan Taman Makam 

Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan Hasil Pengamanan 

Taman Makam Pahlawan Nasional 

Kabupaten/Kota 

Sukadana 3 laporan 40.000.000 APBD  4 laporan 100.000.000,00 

JUMLAH 7.857.000.000    11.033.062.967,00 

Renja 

2025 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rancangan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur menjadi dasar untuk 

memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Dinas Sosial agar dapat lebih 

meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan kepemerintahan yang 

baik  (good governance). Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan pelaksanaan Rencana 

Kerja  Dinas Sosial Kab. Lampung Timur tergantung pada dedikasi dan kompetensi sumber 

daya manusianya untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dari 

program dan kegiatan yang telah ditetapkan. 

 

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2025, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur 

dapat terlaksana secara tepat guna, tepat sasaran,efisien, sinergis dan berkesinambungan. 

 

 

Sukadana,                           2024 
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DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK 

DAN  KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

TAHUN 2025 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk 

menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan mempertimbangkan 

urutan pilihan dan ketersediaan sumber daya. Sebagai salah satu dokumen 

perencanaan daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja 

SKPD) disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut di atas melalui 

penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk 

memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan 

pembangunan daerah yang berkelanjutan. 

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dilaksanakan 

dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, bottom-

up dan top-down. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, 

sinkronisasi, dan sinergitas baik antara usulan tingkat kecamatan, kegiatan 

yang disusun di tingkat dinas, kajian di tingkat Kabupaten, serta usulan dari 

para pemangku kepentingan lainnya baik itu yang diusulkan melalui APBD 

Kabupaten, usulan ke Provinsi maupun ketingkat pusat. Pendekatan teknokratik 

dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dalam 

menyusun perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja.  

Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku 

kepentingan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Proses bottom-up 

dan top-down dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, 

hingga tingkat kabupaten melalui media musyawarah  rencana pembangunan. 

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat 

Kabupaten Lampung Timur  pada Era Desentralisasi, perlu disusun langkah-

langkah perencanaan program pembangunan yang strategis, lebih fokus serta 

berdasarkan skala  prioritas mengingat adanya keterbatasan anggaran, sumber 

daya tenaga dan sarana maupun prasarana. Rencana Kerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Tahun 2025 merupakan penjabaran dari rencana strategis 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk 

Dan Keluarga Berencana dan digunakan sebagai pedoman dalam proses 

penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk 

Dan Keluarga Berencana Tahun 2025. 

Menurut Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, 

lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kerja dan pendanaan 



sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana 

Kerja Perangkat Daerah adalah 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman 

kepada Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD), dalam rangka penusunan Renja Perangkat 

Daerah, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku 

kepentingan. 

Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi 

dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan 

masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk 

menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan 

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 

Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang 

mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan 

sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan 

datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen 

perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan 

menentukan. Dokumen Perencanaan Daerah sebagaimanan diamanatkan 

dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM); dan rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP). Amanat Undang-Undang tersebut dijabarkan kedalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah.  

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

adalah dokumen awal perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang 

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang 

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Organisasi 

Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 

2025 merupakan salah satu organisasi Pemerintah daerah sesuai dengan 

bidang tugasnya membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintah 

Daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantu dalam Rancangan 

awal RKPD. 



Secara garis besar urutan tahapan penyusunan RENJA-OPD adalah 

sebagai berikut : 

1. Melakukan review RPJMD dan Renstra-OPD adalah kegiatan yang 

ditujukan untuk mengidentifikasi fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan 

yang menjadi prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan. 

2. Melakukan review Rancangan awal RKPD adalah kegiatan yang 

menunjukan untuk mengidentifikasi prioritas program dan pagu indikatif 

untuk masing-masing OPD. 

3. Melakukan review dan evaluasi pelaksanaan Renja-OPD tahun lalu adalah 

kegiatan yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan 

mana yang belum optimal dan perlu dilakukan perubahan, dikembangkan 

atau dihentikan baik ditingkat kebijakan ataupun operasional. 

4. Merumuskan tujuan, kebijakan dan sasaran Rencana kerja (renja) Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk 

Dan Keluarga Berencana Tahun 2025. 

5. Merumuskan prioritas program dan kegiatan 

6. Merumuskan dokumen rancangan Renja-OPD 

7. Merumuskan review hasil Musrenbang 

8. Membahas rancangan renja dengan forum OPD 

9. Menyempurnakan rancangan Renja-OPD sebagai bahan Musrenbang 

 

Dengan demikian diharapkan Penyusunan rancangan Renja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dapat 

menentukan rencana awal arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja 

yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, 

regional, nasional, maupun global. 

 

B. Landasan Hukum 

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk 

Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sebagai 

berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421);  

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan 

Korban; 



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025; 

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

9. Undang-undang Nomor 33 tentang 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dadan pemerintah daerah; 

10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang; 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang 

Nomor 15 tahun 2019; 

12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan rencana 

Pembangunan daerah; 

13. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Timur. 

14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol 

Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama 

Perempuan dan Anak; 

15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol 

Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat,  Laut  dan  Udara; 

16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 161; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5080); 

17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; 

18. Undang-Undang Nomor   23 Tahun  2012  tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang 

Perlindungan  Anak (Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 5606); 



19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597); sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan 

Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara dan 

Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan korban Tindak Pidana 

Perdagangan Orang; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);  

28. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi 

Birokrasi Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 81);  

29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 10);  

31. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembagunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancanga Peraturan Tentang Rencana 



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menegah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar teknis 

tentang mutu pelayanan Dasar pada standar Minimal Bidang Kesehatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1114);  

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Modesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

36. Instruksi Presiden Nomor Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan 

Gender Dalam Pembangunan  Nasional; 

37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi 

Lampung Tahun 2005-2025; 

38. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai 

dengan Tahun 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun  2019 tentang Perubahan Atas 

peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang 

wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 

(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 499); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Lampung Timur 2005-2025; 

40. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 

Tahun 2019-2024 (Lembaran daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 

13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2010 Nomor 10); 



42. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-

2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 

Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18); 

44. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021  

tentang RPJMD 2021- 2026; 

45. Surat Sekretaris Daerah Nomor 050/596/26-SK/2021 tanggal 14 September 

2021 Perihal Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2021-2026. 

46. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk 

Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur tanggal 8 September 

2021. 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat 

program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian 

kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025. 

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2025 : 

1. Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi serta 

merupakan keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 

2024; 

2. Menetapkan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan 

fungsi untuk pencapaian visi dan misi; 

3. Menetapkan program sebagai rencana Aksi dalam rangka mencapai 

sasaran, tujuan, misi dan visi; 

4. Mengidentifikasi sember pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan 

program dan kegiatan; 



5. Menetapkan metode pelaksanaan serta sistem pemantauan dan evaluasi 

agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui 

perkembangan dan hambatannya sehingga ditetapkan solusi terbaik untuk 

mengatasinya. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Renja-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

B. Landasan Hukum 

C. Maksud dan Tujuan 

D. Sistemtika Penulisan 

 

Bab II Evaluasi Renja 

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja  

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  

D. Penelaahan usulan program dan Kegiatan 

E. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 

B. Tujuan dan Sasaran Renja  

C. Program dan Kegiatan 

 

Bab IV Penutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

EVALUASI RENJA 

 

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja  

Evaluasi Pelaksananaan Rencana Kerja OPD merupakan kegiatan lanjutan 

dari pengukuran pencapaian sasaran, maka evaluasi atas pelaksanaan 

Rencana Kerja dilaksanakan berpedoman pada ukuran-ukuran atau indikator 

yang telah ditetapkan. Untuk Rencana Kerja 2025 Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Lampung Timur, Sebelum Perubahan Anggaran sebagai 

berikut : 

 Jumlah Program    : 9 Program 

 Jumlah Kegiatan    : 23 Kegiatan 

 Jumlah Sub kegiatan   : 57 Sub kegiatan 

 Rencana Anggara    : Rp. 19.642.768.036,- 

Terdiri dari : 

a.Belanja Operasional    : Rp. 19.054.599.843,- 

   - Belanja Pegawai    : Rp.   4.270.991.259,- 

   - Belanja Barang dan Jasa   : Rp. 14.783.608.584,- 

b.Belanja Modal     : Rp.      588.168.193,- 

         - Belanja Modal Peralatan dan Mesin  : Rp.      110.918.193,- 

         - Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp.      477.250.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur pelaksana 

teknis perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan wajib dibidang 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan. 

 Untuk dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu 

idealnya diperlukan indikator kinerja tujuan yang pada hakekatnya merupakan 

outcome (manfaat) dari suatu kumpulan sasaran, program, kegiatan. Untuk itu 

dibutuhkan adanya sistem pengukuran kinerja yang berlaku untuk satuan kerja 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk 

Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur. 

Berikut data pencapaian Pembangunan yang ada pada Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur. 

 

Daftar Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 

Kabupaten Lampung Timur 

Tahun Jumlah Korban 

2016 13 

2017 39 

2018 33 

2019 16 

2020 49 

2021 64 

2022 64 

2023 74 

2024 81 

 

Daftar Pencapaian Kabupaten Layak Anak dari Kementerian PPPA RI 

Tahun Penghargaan KLA 

2018 Tingkat Pratama 

2019 Tingkat Madya 

2020 Tingkat Madya 

2021 Tingkat Nindya 

2022 Tingkat Nindya 

2023 Tingkat Nindya 

2024 Tingkat Nindya 

 



Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur untuk urusan 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkendalinya laju 

pertumbuhan penduduk dengan sasaran strategis meningkatkan kesertaan ber 

KB bagi pasangan usia subur dan meningkatnya prevalensi pemakaian alat 

kontrasepsi moderen (mCPR). Angka pemakaian kontrasepsi modern (CPR) 

adalah perbandingan antara pasangan Usia Subur yang menjadi peserta aktif 

(peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan 

jumlah pasangan usia subur (PUS) dinyatakan dengan bentuk persentase, 

dengan rumusan ∑PUS aktif x100 ∑ PUS. 

Data jumlah PUS ada peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Data Keluarga Berencana Tahun 2018 – 2024 

 

Keluarga Berencana 

 

Satuan 

 

Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

A. Jumlah Pasangan 

Usia Subur Peserta 

Kb 

Pasang 196.475 198.923 199.182 198.193 166.656 163.478 163.336 

 

B. Peserta KB 

Berdasarkan 

Alat/Metode 

        

1. Suntik Orang 48.851 53.030 52.603 50.837 66.770 64.406 72.433 

2. Obat/Pil Kb Orang 42.987 41.964 41.598 41.548 16.806 19.583 21.283 

3. IUD/Spiral Orang 20.590 20.314 20.660 20.693 3.481 3.069 2.439 

4. Susuk/Implant Orang 23.052 23.086 24.845 25.998 13.912 16.119 15.530 

5. Kondom Orang 3.006 2.930 3.013 3.079 1.562 2.442 2.874 

6. Vagina/diafragma Orang - - - - - -  

7. Spermatisida Orang - - - - - -  

8. Vasektomi/MOP Orang 2.081 1.943 1.877 1.772 145 82 56 

9. Tubektomi/MOW Orang 2.223 2.640 2.810 2.893 2.912 2.633 2.457 

 

C. Sarana Dan 

Prasarana KB 
        

1. Jumlah alat peraga 

KB 
Kit 2 2 2 2 2 2 2 

2. Jumlah balai Kb 
Balai 

penyuluh KB 
 15 18 20 22 22 22 

3. Unit pelayanan Kb  35 35 35 35 35 38 39 

4. Jumlah tenaga klinik 

KB 
Orang 412 412 412 412 412 412 412 

5. Jumlah petugas KB Orang 65 65 65 65 36 
 

 

6. Jumlah institusi 

masyarakat 

pedesaan 

Institusi 1.917 1.917 1.917 1.917 1.907 1.816 1.816 

7. Jumlah kelompok 

Bina Keluarga : 
Kelompok        

 BKB Kelompok 267 267 250 250 168 263 263 

 BKR Kelompok 238 238 223 223 88 190 190 

 BKL Kelompok 228 228 214 214 130 205 205 

 



Adapun pencapaian indikator kinerja dari tujuan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Pencapaian Indikator Kinerja 2018-2024 

No  Indikator Kinerja Capaian Kinerja Tahun ke- 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Laju Pertumbuhan penduduk 0,85 0,78 0,73 0,77 0,75 1,50  

2. Angka Kelahiran Total (TFR) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,25  

3. Angka kelahiran remaja umur 15-

19 tahun (Age specific fertility 

rate/ASFR 15-19) 

42 56 45 34 25 25,50 

 

4. Persentase Peserta KB aktif 73 73 74 74 63,69 63  

5. Persentase Pemakaian 

kontrasepsi Modern (Modern 

Contraceptive Prevalence 

Rate/mCPR) 

72,67 73,34 74 74 63,38 64,4 

 

6. Angka usia kawin pertama 73 73 74 74 20,2 20  

7. Persentase pengetahuan PUS 

tentang /cara kontrasepsi (semua 

alat/cara KB modern) 

73 73 74 74 74,73 74,73 

 

8. Persentase Peserta KB Mandiri 

dengan Metode Kontrasepsi 

Jangka Panjang (MKJP) 

7 7 7 7 7 7 

 

9. Persentase Kebutuhan ber-KB 

yang tidak terpenuhi (Unmeet 

Need) 

17,84 17,51 16,13 15,51 18,04 18,5 

 

10. Jumlah pusat informasi konseling-

kesehatan reproduksi remaja 

(PIK-RR) yang aktif 

75 70 72 71 56 56 112 

 

 

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi atau hal yang 

harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan 

karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa yang akan datang. Suatu 

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak 

diatisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, 

dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk 

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 

Suatu isu setrategis bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Timur diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi 

permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang 

menciptakan peluang dan ancaman.  



Visi yang diambil dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten 

Lampung Timur tahun 2025 adalah “Lampung Timur Makmur Menuju 

Indonesia Emas”. 

Dengan Misi : 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi. 

2. Pemerataan pelayanan kesehatan melalui KARTU SEHAT. 

3. Pembangunan infrastruktur yang adil dan berkualitas. 

4. Memperkuat nilai-nilai agama dan budaya. 

5. Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata. 

6. Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik. 

7. Meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

memperluas kesempatan kerja. 

8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak anak. 

9. Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan. 

 

Dalam penjabaran RKPD tersebut, isu-isu strategis dalam penyelenggaraan 

tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian dan 

Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur untuk 

pembangunan tahun 2025 antara lain : 

1. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan, terutama dibidang pendidikan, 

kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, social politik, lingkungan hidup dan 

ekonomi 

2. Masih rendahnya upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai 

tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan 

dan  penanganannya. 

3. Belum optimalnya pelaksanaan komunikasi,  informasi   dan edukasi (KIE) 

peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. 

4. Masih rendahnya system pencatatan dan pelaporan serta system 

penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan, eksploitasi 

dan diskriminasi pada perempuan/anak 

5. Masih rendahnya kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan 

perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Timur 

6. Belum optimalnya penyusunan mekanisme perencanaan, pemantauan dan 

evaluasi PUG 

7. Analisis peraturan perundang-undangan  yang  diskriminatif terhadap 

perempuan, bias gender dan belum peduli anak 

 

 

 

 



Isu-isu setrategi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD 

ditinjau dari gambaran sasaran jangka menengah pada renstra kementerian 

dan provinsi dan implikasi bagi pelayanan adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD 

Sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Lampung Timur Tingkat pemakaian kontrasepsi 

pada PUS pada tahun 2021 adalah 199.182 PUS dalam rangka 

pengendalian tingkat kelahiran telah mencapai target hal ini terlihat dari 

jumlah peserta KB aktif pada tahun 2018 sebesar 194.267, terealisasi 73 % 

dan ditahun 2019 sebesar 73 %. Hal ini dikarenakan harga alat kontrasepsi 

yang mahal dan ketersediaan amat terbatas, kurangnya frekwensi kegiatan 

KIE mengenai program KB serta budaya (kepercayaan). Pada tahun 2021 

program Kegiatan KB akan tetap difokuskan pada revitalisasi Program KB 

dalam rangka mencapai TFR 2,2 per wanita pada RPJMD 2016-2021 dn 

SPM bidang KB. Dikabupaten Lampung Timur pembangunan keluarga kecil 

berkualitas tersebut dapat dicapai karena tersedianya 87 tenaga PLKB, 

klinik KB pemerintah 35, jumlah tenaga KB 412. Selain itu, juga tersedianya 

PPKBD sebanyak 264 sub PPKBD sebanyak 1.654  kelompok BKB 267, 

kelompok BKR 238, kelompok BKL 228. 

2. Permasalahan dan Hambatan 

a. Peningkatan angka DO (Drop Out) peserta KB, karena mereka tidak 

menggunakan Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), masih 

banyak yang menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek, seperti : pil, 

suntik, kondom. 

b. Penurunan TFR (Total Fertility Rate) atau jumlah anak yang dimiliki oleh 

wanita usia subur (15-19 tahun), Penurunan unmet need yaitu proporsi 

wanita usia subur (WUS) dalam status kawin yang tidak menggunakan 

alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau 

menjarangkan anak dan atau mereka yang unmetneed karena resiko 

kesehatan dan pemakaian kontrasepsi yang buruk tidak menginginkan 

penambahan anak, masih cukup tinggi 

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas PLKB dan PPKBD serta peningkatan 

profesionalisne dengan kompetensi yang terstandaerisasi. 

d. Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pelayanan 

program KB. 

e. Jumlah tenaga fungsional penyuluh KB yang tidak sebanding dengan 

desa binaanya. Kondisi ini membuat kerja PLKB menjadi  tidak optimal 

dalam memberikan pelayanan. 

f. Pelayanan KB gratis bagi masyarakat yang tidak tercover dalam 

JKN/BPJS melalui kegiatan Bhakti Sosial Pelayanan KB. 



g. Dampak pandemi covid-19 yang berimbas pada masalah 

kependudukan, utamanya program pelayanan Keluarga Berencana 

(KB). Berdasarkan prediksi dari BKKBN pusat banyak perempuan 

indonesia yang tidak bisa mengakses alat kontrasepsi modern (MKJP) 

sehingga konsekuensinya banyak terjadi kehamilan yang tidak 

diinginkan. 

h. Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Lampung Timur dan masih 

rendahnya pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan reproduksi 

bagi remaja sehingga masih banyak remaja yang menikah atau hamil 

diusia kurang dari 18 tahun. 

 

D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang 

telah ditetapkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur 

dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama 

untuk program lima tahun kedepan. 

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Timur tahun 2025 sudah disesuaikan dengan usulan program dan kegiatan 

masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten 

Lampung Timur. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian prioritas 

pembangunan yang disusun dengan rencana pencapaian program daerah 

tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

1. Pembinaan Terpadu Kampung KB 

2. Program Keluarga Berencana di daerah Stunting 

3. Pembangunan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 

4. Pembinaan dan Sosialisasi Keluarga Baduta dalam rangka menurunkan 

angka stunting. 

5. Pelayanan KB. 

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur 

juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya 

peningkatan pelayanaan di berbagai sektor pembangunan. 

Kegiatan yang mendapat dulunya khusus dari pemerintah daerah selain 

intervensi stunting : 

1. DRPPA 

2. KLA 

3. APE 

 

 

 



E. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

Mengacu pada Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 44 Tahun 

2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut : 

a. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok 

jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 

organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal 

sesuai dengan tugas masing – masing, 

b. Setiap satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing 

dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang 

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, 

c. Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan 

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, 

d. Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta 

bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan 

laporan berkala tepat pada waktunya, 

e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan 

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih 

lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya, 

f. Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepada atasan, tembusan 

laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 

fungsional mempunyai hubungan kerja, 

g. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi di bawahnya dan 

dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing – masing 

wajib mengadakan rapat berkala. 

Demi mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu 

mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi 

sebagai perencana pembangunan, saat ini Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga 

Berencana didukung oleh 69 personil, yang terdiri dari 31 personil Pegawai 

Negeri Sipil ( PNS ) dan 38 personil Tenaga Sukarelawan. 

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Eselon menunjukkan bahwa 

pegawai/aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Timur. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

 

 

 



Tabel 2.1 

Komposisi Menurut Eselon Jabatan 

Eselon Jabatan Jumlah 

Eselon II 0 orang 

Eselon III 5 orang 

Staf PNS 26 orang 

Tenaga Sukarela 38 orang 

JUMLAH 69 orang 

Sumber : Data Kepegawaian Dinas P3AP2KB Kab. Lampung Timur, 2024 

 

Jumlah Pegawai Dinas PPPA 69 orang dan berdasarkan komposisi 

jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 2.2 

Rekapitulasi Pegawai Dinas P3AP2KB Kab. Lampung Timur 

Berdasarkan Jenis Kelamain 

No Uraian Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. Kepala Dinas    

2 Sekretaris dan Kasubbag 1 2 3 

3 Kepala Bidang 2 2 4 

4 Staf Pelaksana 6 18 24 

5 Tenaga Sukarela 14 24 38 

JUMLAH 23 46 69 

 Sumber : Data Kepegawaian Dinas P3AP2KB Kab. Lampung Timur 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 

Penetapan rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Timur merupakan bentuk pengembangan dari visi dan misi yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan renstra kementerian atau lembaga 

maupun renstra provinsi setidaknya terdapat korelasi secara tidak langsung 

yang mempengaruhi penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Lampung Timur. 

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan 

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pertama adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender 

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : 

Indeks Pembangunan Gender (IPG), 

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender 

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), 

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan 

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO 

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama : 

- Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, dan 

rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. 

- Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi 

jumlah perempuan diatas 18 tahun. 

b. Meningkatnya kasus penanganan kasus kekerasan terhadap 

perempuan termasuk TPPO. 

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kerja utama. 

- Presentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif 

sesuai standar kepada seluruh perempuan korban kekerasan. 

3. Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak bagi 

semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak anak. 

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kerja utama. 

- Presentase kabupaten/kota Layak Anak 

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan 

khusus terhadap anak. 



Capaian  sasaran ini diukur dengan indikator kerja utama. 

- Presentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang 

memperoleh  layanan sesuai dengan standar. 

- Presentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti seluruh 

pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus 

sesuai dengan standar 

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus terhadap 

anak. 

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama : 

- Persentase   lembaga  penyedia  layanan  perlindungan   khusus 

kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif  

sesuai dengan standar 

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga 

masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan sinergitas lembaga profesi 

dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan 

serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak. 

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama : 

- Presentase Partisipasi Lembaga Masyarakat. 

5. Kebijakan Nasional dan Strategi BKKBN sebagai beriut : 

a. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di 

dalam sistem jaminan kesehatan nasional.  

b. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan 

penyiapan kehidupan berkeluarga. 

c. Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi di 

seluruh wilayah. 

d. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan 

perawatan lanjut usia. 

e. Menyerasikan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan 

keluarga berencana. 

f. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan 

kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah. 

g. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi 

kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu. 

h. Memperkuat penelitian dan pengembangan bidang KKB. 

6. Untuk Tingkat Provinsi tujuan, strategi dan arah kebijakan pembangunan 

bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut : 

a. Tujuan : Mewujudkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan 

kesejahteraan keluarga. 



b. Sasaran : Meningkatkan indeks pembangunan dan kesetaraan gender. 

Meningkatnyakesejahteraankeluarga. 

c. Strategi : Menerapkan pengarusutamaan gender pada setiap 

penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran. Revitalisasi 

keluarga berencana. 

d. Arah kebijakan : Menerapkan anggaran responsif gender (ARG). 

Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga. 

 

B. Tujuan dan Sasaran Renja  

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang 

dan merupakan penjabaran dari misi. Dengan demikian, tujuan dapat bersifat 

kualitatif ataupun kuantitatif. Tujuan harus searah dengan visi dan misi 

organisasi, jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu 

relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program. Adapun tujuan 

yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur sesuai Tugas pokok dan 

Fungsi, sebagai berikut : 

1. Tujuan 

Tujuan dari dibuat Rencana Kerja ini adalah : 

a. Memberikan arah kebijakan pembangunan dalam satu tahun 

b. Memberikan jaminan pelaksanaan pembangunan sehingga 

perencanaan,   tujuan dan sasaran sesuai dengan harapan, serta dapat 

memberikan umpan balik untuk perbaikan kebijakan dan program 

kedepan 

c. Meningkatnya kinerja organisasi dalam Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana 

d. Meningkatkan capaian penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas 

e. Meningkatkan kesehatan reproduksi pada generasi remaja 

- Meningkatkan peran serta mitra kerja dalam peningkatan peserta KB 

yang ber MKJP. 

- Peingkatkan peran promosi KIE program KB dalam rangka 

penurunan unmeet need. 

- Meningkatkan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan 

dan pembinaan tumbuh kembang anak. 

- Meningkatkan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan 

dan pembinaan tumbuh kembang anak. 

- Meningkatkan peran tenaga pendamping kelompok bina keluarga 

dalam program KKBPK. 

- Meningkatkan kegiatan pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat 

miskin. 



2. Sasaran 

a. Tercapainya efisiensi dan efektifitas perencanaan 

b. Tercapainya perencanaan program dan kegiatan yang inovatif 

c. Sebagai bahan KUA dan PPAS Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Lampung Timur 

d. Meningkatnya pencapaian peserta KB baru dan peserta KB aktif  yang 

pada akhirnya dapat menciptakan keluarga kecil yang berkualitas. 

e. Meningkatnya kualitas pelayanan KB, melindungi peserta KB  dari 

dampak penggunaan alat dan obat kontrasepsi, kualitas penyediaan 

dan pemanfaatan alokon. 

f. Meningkatnya ketahanan keluarga dalam rangka pemberdayaan 

keluarga dalam pengasuhan dan penumbuh kembang anak  serta 

remaja dan peningkatan keluarga khususnya keluarga prasejahtera. 

 

C. Program dan Kegiatan 

Prioritas  Program dan Kegiatan Program bertujuan untuk memenuhi 

permintaan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas termasuk upaya 

menurunkan serta penanggulangan masalah kesehatan dalam rangka 

membangun keluarga yang berkualitas Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut  :  

 Program 

1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah 

2. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 

3. Program Perlindungan Perempuan 

4. Program peningkatan kualitas keluarga 

5. Program pemenuhan hak anak (PHA) 

6. Program perlindungan khusus anak 

7. Program Pengendalian penduduk 

8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 

9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kegiatan 

Program strategis sebagaimana diuraikan diatas dilaksanakan dengan 

dukungan kegiatan-kegiatan yang tertuang secara operasional dalam 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Pada Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga 

Berencana Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut : 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

6. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga 

Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 

7. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan 

Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan 

kabupaten/Kota 

8. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 

9. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah 

kabupaten/Kota 

10. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan 

Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

11. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah 

dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 

12. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 

13. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak 

Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota 

14. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

15. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi 

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah 

Kabupaten/kota 

16. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi 

Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka 

Pengendalian Kuantitas Penduduk 

17. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 



18. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 

19. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 

(PKB/PLKB) 

20. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat 

Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah 

Kabupaten/Kota 

21. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi 

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam 

Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 

22. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

23. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam 

Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 

merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan 

arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur guna mendukung tercapainya 

target pembangunan daerah Tahun 2025. Dengan tersusunnya Rencana Kerja 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Timur, diharapkan dapat menjadi dasar dan pedoman guna melaksanakan 

Program / Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur 

Tahun Anggaran 2025  sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Timur Tahun Anggaran 2025  ini disusun, besar harapan kami Program dan 

Kegiatan ini dapat berjalan sesuai rencana. Kami menyadari dalam penyusunan 

RENJA ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan 

kritik untuk perbaikan. Terimakasih. 

 

 

Sukadana,    Januari 2025 

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana 

 
TITIN WAHYUNI.,S.Pd.M.Pd. 
Pembina Tingkat I 
NIP. 19750327 200604 2 003  
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DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK 
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TAHUN 2025 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk 

menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan mempertimbangkan 

urutan pilihan dan ketersediaan sumber daya. Sebagai salah satu dokumen 

perencanaan daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja 

SKPD) disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut di atas melalui 

penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk 

memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan 

pembangunan daerah yang berkelanjutan. 

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dilaksanakan 

dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, bottom-

up dan top-down. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, 

sinkronisasi, dan sinergitas baik antara usulan tingkat kecamatan, kegiatan 

yang disusun di tingkat dinas, kajian di tingkat Kabupaten, serta usulan dari 

para pemangku kepentingan lainnya baik itu yang diusulkan melalui APBD 

Kabupaten, usulan ke Provinsi maupun ketingkat pusat. Pendekatan teknokratik 

dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dalam 

menyusun perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja.  

Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku 

kepentingan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Proses bottom-up 

dan top-down dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, 

hingga tingkat kabupaten melalui media musyawarah  rencana pembangunan. 

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat 

Kabupaten Lampung Timur  pada Era Desentralisasi, perlu disusun langkah-

langkah perencanaan program pembangunan yang strategis, lebih fokus serta 

berdasarkan skala  prioritas mengingat adanya keterbatasan anggaran, sumber 

daya tenaga dan sarana maupun prasarana. Rencana Kerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana Tahun 2025 merupakan penjabaran dari rencana strategis 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk 

Dan Keluarga Berencana dan digunakan sebagai pedoman dalam proses 

penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk 

Dan Keluarga Berencana Tahun 2025. 

Menurut Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, 

lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kerja dan pendanaan 



sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana 

Kerja Perangkat Daerah adalah 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman 

kepada Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD), dalam rangka penusunan Renja Perangkat 

Daerah, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku 

kepentingan. 

Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi 

dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan 

masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk 

menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan 

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 

Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang 

mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan 

sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan 

datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen 

perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan 

menentukan. Dokumen Perencanaan Daerah sebagaimanan diamanatkan 

dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM); dan rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP). Amanat Undang-Undang tersebut dijabarkan kedalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah.  

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

adalah dokumen awal perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang 

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang 

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Organisasi 

Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 

2025 merupakan salah satu organisasi Pemerintah daerah sesuai dengan 

bidang tugasnya membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintah 

Daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantu dalam Rancangan 

awal RKPD. 



Secara garis besar urutan tahapan penyusunan RENJA-OPD adalah 

sebagai berikut : 

1. Melakukan review RPJMD dan Renstra-OPD adalah kegiatan yang 

ditujukan untuk mengidentifikasi fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan 

yang menjadi prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan. 

2. Melakukan review Rancangan awal RKPD adalah kegiatan yang 

menunjukan untuk mengidentifikasi prioritas program dan pagu indikatif 

untuk masing-masing OPD. 

3. Melakukan review dan evaluasi pelaksanaan Renja-OPD tahun lalu adalah 

kegiatan yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan 

mana yang belum optimal dan perlu dilakukan perubahan, dikembangkan 

atau dihentikan baik ditingkat kebijakan ataupun operasional. 

4. Merumuskan tujuan, kebijakan dan sasaran Rencana kerja (renja) Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk 

Dan Keluarga Berencana Tahun 2025. 

5. Merumuskan prioritas program dan kegiatan 

6. Merumuskan dokumen rancangan Renja-OPD 

7. Merumuskan review hasil Musrenbang 

8. Membahas rancangan renja dengan forum OPD 

9. Menyempurnakan rancangan Renja-OPD sebagai bahan Musrenbang 

 

Dengan demikian diharapkan Penyusunan rancangan Renja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dapat 

menentukan rencana awal arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja 

yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, 

regional, nasional, maupun global. 

 

B. Landasan Hukum 

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sebagai 

berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421);  

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan 

Korban; 



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025; 

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

9. Undang-undang Nomor 33 tentang 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dadan pemerintah daerah; 

10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang; 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang 

Nomor 15 tahun 2019; 

12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan rencana 

Pembangunan daerah; 

13. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Timur. 

14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol 

Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama 

Perempuan dan Anak; 

15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol 

Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat,  Laut  dan  Udara; 

16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 161; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5080); 

17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; 

18. Undang-Undang Nomor   23 Tahun  2012  tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang 

Perlindungan  Anak (Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 5606); 



19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597); sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan 

Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara dan 

Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan korban Tindak Pidana 

Perdagangan Orang; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);  

28. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi 

Birokrasi Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 81);  

29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 10);  

31. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembagunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancanga Peraturan Tentang Rencana 



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menegah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar teknis 

tentang mutu pelayanan Dasar pada standar Minimal Bidang Kesehatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1114);  

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Modesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

36. Instruksi Presiden Nomor Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan 

Gender Dalam Pembangunan  Nasional; 

37. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi 

Lampung Tahun 2005-2025; 

38. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai 

dengan Tahun 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun  2019 tentang Perubahan Atas 

peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang 

wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 

(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 499); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Lampung Timur 2005-2025; 

40. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 

Tahun 2019-2024 (Lembaran daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 

13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2010 Nomor 10); 



42. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-

2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 

Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18); 

44. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021  

tentang RPJMD 2021- 2026; 

45. Surat Sekretaris Daerah Nomor 050/596/26-SK/2021 tanggal 14 September 

2021 Perihal Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2021-2026. 

46. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk 

Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur tanggal 8 September 

2021. 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2025 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat 

program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian 

kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025. 

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2025 : 

1. Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi serta 

merupakan keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 

2025; 

2. Menetapkan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan 

fungsi untuk pencapaian visi dan misi; 

3. Menetapkan program sebagai rencana Aksi dalam rangka mencapai 

sasaran, tujuan, misi dan visi; 

4. Mengidentifikasi sumber pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan 

program dan kegiatan; 



5. Menetapkan metode pelaksanaan serta sistem pemantauan dan evaluasi 

agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui 

perkembangan dan hambatannya sehingga ditetapkan solusi terbaik untuk 

mengatasinya. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Renja-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

B. Landasan Hukum 

C. Maksud dan Tujuan 

D. Sistemtika Penulisan 

 

Bab II Evaluasi Renja 

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja  

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  

D. Penelaahan usulan program dan Kegiatan 

E. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 

B. Tujuan dan Sasaran Renja  

C. Program dan Kegiatan 

 

Bab IV Penutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

EVALUASI RENJA 

 

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu 

 Evaluasi Pelaksananaan Rencana Kerja OPD merupakan kegiatan lanjutan 

dari pengukuran pencapaian sasaran, maka evaluasi atas pelaksanaan 

Rencana Kerja dilaksanakan berpedoman pada ukuran-ukuran atau indikator 

yang telah ditetapkan. Untuk Rencana Kerja 2025 Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Lampung Timur, Sebelum Perubahan Anggaran sebagai 

berikut : 

 Jumlah Program    : 9 Program 

 Jumlah Kegiatan    : 23 Kegiatan 

 Jumlah Sub kegiatan   : 57 Sub kegiatan 

 Rencana Anggara   : Rp. 19.642.768.036,- 

Terdiri dari : 

a.Belanja Operasional    : Rp. 19.054.599.843,- 

   - Belanja Pegawai    : Rp.   4.270.991.259,- 

   - Belanja Barang dan Jasa   : Rp. 14.783.608.584,- 

b.Belanja Modal     : Rp.      588.168.193,- 

         - Belanja Modal Peralatan dan Mesin  : Rp.      110.918.193,- 

         - Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp.      477.250.000,- 

 

Dari rencana kerja tersebut, pada Perubahan Anggaran 2025 pelaksanaan 

Program dan Kegiatan beserta anggaran sebagai berikut : 

 Jumlah Program    : 9 Program 

 Jumlah Kegiatan    : 22 Kegiatan 

 Jumlah Sub kegiatan   : 51 Sub kegiatan 

 Rencana Anggara   : Rp. 18.588.549.143,- 

Terdiri dari : 

a.Belanja Operasional    : Rp. 18.026.021.950,- 

   - Belanja Pegawai    : Rp.   3.968.858.045,- 

   - Belanja Barang dan Jasa   : Rp. 14.057.163.905,- 

b.Belanja Modal     : Rp         562.527.193,- 

         - Belanja Modal Peralatan dan Mesin  : Rp.      85.277.193,-  

         - Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp.      477.250.000,- 

 

 

 



B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur pelaksana 

teknis perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan wajib dibidang 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan. 

 Untuk dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu 

idealnya diperlukan indikator kinerja tujuan yang pada hakekatnya merupakan 

outcome (manfaat) dari suatu kumpulan sasaran, program, kegiatan. Untuk itu 

dibutuhkan adanya sistem pengukuran kinerja yang berlaku untuk satuan kerja 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk 

Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur. 

Berikut data pencapaian Pembangunan yang ada pada Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur. 

 

Daftar Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 

Kabupaten Lampung Timur 

Tahun Jumlah Korban 

2016 13 

2017 39 

2018 33 

2019 16 

2020 49 

2021 64 

2022 64 

2023 74 

2024 81 

2025 82 

 

Daftar Pencapaian Kabupaten Layak Anak dari Kementerian PPPA RI 

Tahun Penghargaan KLA 

2018 Tingkat Pratama 

2019 Tingkat Madya 

2020 Tingkat Madya 

2021 Tingkat Nindya 

2022 Tingkat Nindya 

2023 Tingkat Nindya 

2024 Tingkat Nindya 



 

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur untuk urusan 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkendalinya laju 

pertumbuhan penduduk dengan sasaran strategis meningkatkan kesertaan ber 

KB bagi pasangan usia subur dan meningkatnya prevalensi pemakaian alat 

kontrasepsi moderen (mCPR). Angka pemakaian kontrasepsi modern (CPR) 

adalah perbandingan antara pasangan Usia Subur yang menjadi peserta aktif 

(peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan 

jumlah pasangan usia subur (PUS) dinyatakan dengan bentuk persentase, 

dengan rumusan ∑PUS aktif x100 ∑ PUS. 

Data jumlah PUS ada peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Data Keluarga Berencana Tahun 2018 – 2024 

 

Keluarga Berencana 

 

Satuan 

 

Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

A. Jumlah Pasangan 

Usia Subur Peserta 

Kb 

Pasang 196.475 198.923 199.182 198.193 166.656 163.478 163.336 

 

B. Peserta KB 

Berdasarkan 

Alat/Metode 

        

1. Suntik Orang 48.851 53.030 52.603 50.837 66.770 64.406 72.433 

2. Obat/Pil Kb Orang 42.987 41.964 41.598 41.548 16.806 19.583 21.283 

3. IUD/Spiral Orang 20.590 20.314 20.660 20.693 3.481 3.069 2.439 

4. Susuk/Implant Orang 23.052 23.086 24.845 25.998 13.912 16.119 15.530 

5. Kondom Orang 3.006 2.930 3.013 3.079 1.562 2.442 2.874 

6. Vagina/diafragma Orang - - - - - -  

7. Spermatisida Orang - - - - - -  

8. Vasektomi/MOP Orang 2.081 1.943 1.877 1.772 145 82 56 

9. Tubektomi/MOW Orang 2.223 2.640 2.810 2.893 2.912 2.633 2.457 

 

C. Sarana Dan 

Prasarana KB 
        

1. Jumlah alat peraga 

KB 
Kit 2 2 2 2 2 2 2 

2. Jumlah balai Kb 
Balai 

penyuluh KB 
 15 18 20 22 22 22 

3. Unit pelayanan Kb  35 35 35 35 35 38 39 

4. Jumlah tenaga klinik 

KB 
Orang 412 412 412 412 412 412 412 

5. Jumlah petugas KB Orang 65 65 65 65 36 
 

 

6. Jumlah institusi 

masyarakat 

pedesaan 

Institusi 1.917 1.917 1.917 1.917 1.907 1.816 1.816 

7. Jumlah kelompok 

Bina Keluarga : 
Kelompok        

 BKB Kelompok 267 267 250 250 168 263 263 

 BKR Kelompok 238 238 223 223 88 190 190 

 BKL Kelompok 228 228 214 214 130 205 205 

 



Adapun pencapaian indikator kinerja dari tujuan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Pencapaian Indikator Kinerja 2018-2024 

No  Indikator Kinerja Capaian Kinerja Tahun ke- 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Laju Pertumbuhan penduduk 0,85 0,78 0,73 0,77 0,75 1,50  

2. Angka Kelahiran Total (TFR) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,25  

3. Angka kelahiran remaja umur 15-

19 tahun (Age specific fertility 

rate/ASFR 15-19) 

42 56 45 34 25 25,50 

 

4. Persentase Peserta KB aktif 73 73 74 74 63,69 63  

5. Persentase Pemakaian 

kontrasepsi Modern (Modern 

Contraceptive Prevalence 

Rate/mCPR) 

72,67 73,34 74 74 63,38 64,4 

 

6. Angka usia kawin pertama 73 73 74 74 20,2 20  

7. Persentase pengetahuan PUS 

tentang /cara kontrasepsi (semua 

alat/cara KB modern) 

73 73 74 74 74,73 74,73 

 

8. Persentase Peserta KB Mandiri 

dengan Metode Kontrasepsi 

Jangka Panjang (MKJP) 

7 7 7 7 7 7 

 

9. Persentase Kebutuhan ber-KB 

yang tidak terpenuhi (Unmeet 

Need) 

17,84 17,51 16,13 15,51 18,04 18,5 

 

10. Jumlah pusat informasi konseling-

kesehatan reproduksi remaja 

(PIK-RR) yang aktif 

75 70 72 71 56 56 112 

 

 

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi atau hal yang 

harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan 

karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa yang akan datang. Suatu 

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak 

diatisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, 

dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk 

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 

Suatu isu setrategis bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Timur diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi 

permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang 

menciptakan peluang dan ancaman.  



Visi yang diambil dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten 

Lampung Timur tahun 2025 adalah “Lampung Timur Makmur Menuju 

Indonesia Emas”. 

 

Dengan Misi : 

 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi. 

2. Pemerataan pelayanan kesehatan melalui KARTU SEHAT. 

3. Pembangunan infrastruktur yang adil dan berkualitas. 

4. Memperkuat nilai-nilai agama dan budaya. 

5. Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata. 

6. Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik. 

7. Meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

memperluas kesempatan kerja. 

8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak anak. 

9. Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan. 

 

 

Dalam penjabaran RKPD tersebut, isu-isu strategis dalam penyelenggaraan 

tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Dan 

Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur untuk 

pembangunan tahun 2025 antara lain : 

1. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan, terutama dibidang pendidikan, 

kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, social politik, lingkungan hidup dan 

ekonomi. 

2. Masih rendahnya upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai 

tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan 

dan  penanganannya. 

3. Belum optimalnya pelaksanaan komunikasi,  informasi   dan edukasi (KIE) 

peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. 

4. Masih rendahnya system pencatatan dan pelaporan serta system 

penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan, eksploitasi 

dan diskriminasi pada perempuan/anak. 

5. Masih rendahnya kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan 

perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Timur. 

6. Belum optimalnya penyusunan mekanisme perencanaan, pemantauan dan 

evaluasi PUG. 

7. Analisis peraturan perundang-undangan  yang  diskriminatif terhadap 

perempuan, bias gender dan belum peduli anak. 

 



Isu-isu setrategi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD 

ditinjau dari gambaran sasaran jangka menengah pada renstra kementerian 

dan provinsi dan implikasi bagi pelayanan adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD 

Sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Lampung Timur Tingkat pemakaian kontrasepsi 

pada PUS pada tahun 2021 adalah 199.182 PUS dalam rangka 

pengendalian tingkat kelahiran telah mencapai target hal ini terlihat dari 

jumlah peserta KB aktif pada tahun 2018 sebesar 194.267, terealisasi 73 % 

dan ditahun 2019 sebesar 73 %. Hal ini dikarenakan harga alat kontrasepsi 

yang mahal dan ketersediaan amat terbatas, kurangnya frekwensi kegiatan 

KIE mengenai program KB serta budaya (kepercayaan). Pada tahun 2021 

program Kegiatan KB akan tetap difokuskan pada revitalisasi Program KB 

dalam rangka mencapai TFR 2,2 per wanita pada RPJMD 2016-2021 dn 

SPM bidang KB. Dikabupaten Lampung Timur pembangunan keluarga kecil 

berkualitas tersebut dapat dicapai karena tersedianya 87 tenaga PLKB, 

klinik KB pemerintah 35, jumlah tenaga KB 412. Selain itu, juga tersedianya 

PPKBD sebanyak 264 sub PPKBD sebanyak 1.654  kelompok BKB 267, 

kelompok BKR 238, kelompok BKL 228. 

2. Permasalahan dan Hambatan 

a. Peningkatan angka DO (Drop Out) peserta KB, karena mereka tidak 

menggunakan Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), masih 

banyak yang menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek, seperti : pil, 

suntik, kondom. 

b. Penurunan TFR (Total Fertility Rate) atau jumlah anak yang dimiliki oleh 

wanita usia subur (15-19 tahun), Penurunan unmet need yaitu proporsi 

wanita usia subur (WUS) dalam status kawin yang tidak menggunakan 

alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau 

menjarangkan anak dan atau mereka yang unmetneed karena resiko 

kesehatan dan pemakaian kontrasepsi yang buruk tidak menginginkan 

penambahan anak, masih cukup tinggi. 

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas PLKB dan PPKBD serta peningkatan 

profesionalisne dengan kompetensi yang terstandaerisasi. 

d. Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pelayanan 

program KB. 

e. Jumlah tenaga fungsional penyuluh KB yang tidak sebanding dengan 

desa binaanya. Kondisi ini membuat kerja PLKB menjadi  tidak optimal 

dalam memberikan pelayanan. 

f. Pelayanan KB gratis bagi masyarakat yang tidak tercover dalam 

JKN/BPJS melalui kegiatan Bhakti Sosial Pelayanan KB. 



g. Dampak pandemi covid-19 yang berimbas pada masalah 

kependudukan, utamanya program pelayanan Keluarga Berencana 

(KB). Berdasarkan prediksi dari BKKBN pusat banyak perempuan 

indonesia yang tidak bisa mengakses alat kontrasepsi modern (MKJP) 

sehingga konsekuensinya banyak terjadi kehamilan yang tidak 

diinginkan. 

h. Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Lampung Timur dan masih 

rendahnya pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan reproduksi 

bagi remaja sehingga masih banyak remaja yang menikah atau hamil 

diusia kurang dari 18 tahun. 

 

D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang 

telah ditetapkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur 

dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama 

untuk program lima tahun kedepan. 

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Timur tahun 2025 sudah disesuaikan dengan usulan program dan kegiatan 

masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten 

Lampung Timur. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian prioritas 

pembangunan yang disusun dengan rencana pencapaian program daerah 

tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

1. Pembinaan Terpadu Kampung KB 

2. Program Keluarga Berencana di daerah Stunting 

3. Pembangunan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 

4. Pembinaan dan Sosialisasi Keluarga Baduta dalam rangka menurunkan 

angka stunting. 

5. Pelayanan KB. 

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur 

juga mendukung keseluruhan kegiatan prioritas lainnya dalam upaya 

peningkatan pelayanaan di berbagai sektor pembangunan. 

Kegiatan yang mendapat dulunya khusus dari pemerintah daerah selain 

intervensi stunting : 

1. DRPPA 

2. KLA 

3. APE 

 

 

 



E. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

Mengacu pada Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 44 Tahun 

2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut : 

a. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok 

jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 

organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal 

sesuai dengan tugas masing – masing, 

b. Setiap satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing 

dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang 

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, 

c. Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan 

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, 

d. Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta 

bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan 

laporan berkala tepat pada waktunya, 

e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan 

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih 

lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya, 

f. Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepada atasan, tembusan 

laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 

fungsional mempunyai hubungan kerja, 

g. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi di bawahnya dan 

dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing – masing 

wajib mengadakan rapat berkala. 

Demi mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu 

mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi 

sebagai perencana pembangunan, saat ini Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga 

Berencana didukung oleh 69 personil, yang terdiri dari 31 personil Pegawai 

Negeri Sipil ( PNS ) dan 38 personil Tenaga Sukarelawan. 

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Eselon menunjukkan bahwa 

pegawai/aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Timur. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

 

 

 



Tabel 2.1 

Komposisi Menurut Eselon Jabatan 

Eselon Jabatan Jumlah 

Eselon II 0 orang 

Eselon III 5 orang 

Staf PNS 26 orang 

Tenaga Sukarela 38 orang 

JUMLAH 69 orang 

Sumber : Data Kepegawaian Dinas P3AP2KB Kab. Lampung Timur, 2025 

 

Jumlah Pegawai Dinas PPPA 69 orang dan berdasarkan komposisi 

jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 2.2 

Rekapitulasi Pegawai Dinas P3AP2KB Kab. Lampung Timur 

Berdasarkan Jenis Kelamain 

No Uraian Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. Kepala Dinas    

2 Sekretaris dan Kasubbag 1 2 3 

3 Kepala Bidang 2 2 4 

4 Staf Pelaksana 6 18 24 

5 Tenaga Sukarela 14 24 38 

JUMLAH 23 46 69 

 Sumber : Data Kepegawaian Dinas P3AP2KB Kab. Lampung Timur 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 

Penetapan rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Timur merupakan bentuk pengembangan dari visi dan misi yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan renstra kementerian atau lembaga 

maupun renstra provinsi setidaknya terdapat korelasi secara tidak langsung 

yang mempengaruhi penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Lampung Timur. 

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan 

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pertama adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender 

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : 

Indeks Pembangunan Gender (IPG), 

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender 

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), 

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan 

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO 

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama : 

- Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, dan 

rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. 

- Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi 

jumlah perempuan diatas 18 tahun. 

b. Meningkatnya kasus penanganan kasus kekerasan terhadap 

perempuan termasuk TPPO. 

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kerja utama. 

- Presentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif 

sesuai standar kepada seluruh perempuan korban kekerasan. 

3. Meningkatkan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak bagi 

semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak anak. 

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kerja utama. 

- Presentase kabupaten/kota Layak Anak 

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan 

khusus terhadap anak. 



Capaian  sasaran ini diukur dengan indikator kerja utama. 

- Presentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang 

memperoleh  layanan sesuai dengan standar. 

- Presentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti seluruh 

pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus 

sesuai dengan standar 

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus terhadap 

anak. 

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama : 

- Persentase   lembaga  penyedia  layanan  perlindungan   khusus 

kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif  

sesuai dengan standar 

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga 

masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak. Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan sinergitas lembaga profesi 

dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan 

serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak. 

Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama : 

- Presentase Partisipasi Lembaga Masyarakat. 

5. Kebijakan Nasional dan Strategi BKKBN sebagai beriut : 

a. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di 

dalam sistem jaminan kesehatan nasional.  

b. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan 

penyiapan kehidupan berkeluarga. 

c. Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi di 

seluruh wilayah. 

d. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan 

perawatan lanjut usia. 

e. Menyerasikan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan 

keluarga berencana. 

f. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan 

kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah. 

g. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi 

kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu. 

h. Memperkuat penelitian dan pengembangan bidang KKB. 

6. Untuk Tingkat Provinsi tujuan, strategi dan arah kebijakan pembangunan 

bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut : 

a. Tujuan : Mewujudkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan 

kesejahteraan keluarga. 



b. Sasaran : Meningkatkan indeks pembangunan dan kesetaraan gender. 

Meningkatnyakesejahteraankeluarga. 

c. Strategi : Menerapkan pengarusutamaan gender pada setiap 

penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran. Revitalisasi 

keluarga berencana. 

d. Arah kebijakan : Menerapkan anggaran responsif gender (ARG). 

Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga. 

 

B. Tujuan dan Sasaran Renja  

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang 

dan merupakan penjabaran dari misi. Dengan demikian, tujuan dapat bersifat 

kualitatif ataupun kuantitatif. Tujuan harus searah dengan visi dan misi 

organisasi, jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu 

relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program. Adapun tujuan 

yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur sesuai Tugas pokok dan 

Fungsi, sebagai berikut : 

1. Tujuan 

Tujuan dari dibuat Rencana Kerja ini adalah : 

a. Memberikan arah kebijakan pembangunan dalam satu tahun 

b. Memberikan jaminan pelaksanaan pembangunan sehingga 

perencanaan,   tujuan dan sasaran sesuai dengan harapan, serta dapat 

memberikan umpan balik untuk perbaikan kebijakan dan program 

kedepan 

c. Meningkatnya kinerja organisasi dalam Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana 

d. Meningkatkan capaian penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas 

e. Meningkatkan kesehatan reproduksi pada generasi remaja 

- Meningkatkan peran serta mitra kerja dalam peningkatan peserta KB 

yang ber MKJP. 

- Peingkatkan peran promosi KIE program KB dalam rangka 

penurunan unmeet need. 

- Meningkatkan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan 

dan pembinaan tumbuh kembang anak. 

- Meningkatkan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan 

dan pembinaan tumbuh kembang anak. 

- Meningkatkan peran tenaga pendamping kelompok bina keluarga 

dalam program KKBPK. 

- Meningkatkan kegiatan pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat 

miskin. 



2. Sasaran 

a. Tercapainya efisiensi dan efektifitas perencanaan 

b. Tercapainya perencanaan program dan kegiatan yang inovatif 

c. Sebagai bahan KUA dan PPAS Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Lampung Timur 

d. Meningkatnya pencapaian peserta KB baru dan peserta KB aktif yang 

pada akhirnya dapat menciptakan keluarga kecil yang berkualitas. 

e. Meningkatnya kualitas pelayanan KB, melindungi peserta KB  dari 

dampak penggunaan alat dan obat kontrasepsi, kualitas penyediaan 

dan pemanfaatan alokon. 

f. Meningkatnya ketahanan keluarga dalam rangka pemberdayaan 

keluarga dalam pengasuhan dan penumbuh kembang anak  serta 

remaja dan peningkatan keluarga khususnya keluarga prasejahtera. 

 

C. Program dan Kegiatan 

Prioritas  Program dan Kegiatan Program bertujuan untuk memenuhi 

permintaan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas termasuk upaya 

menurunkan serta penanggulangan masalah kesehatan dalam rangka 

membangun keluarga yang berkualitas Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut  :  

 Program 

1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah 

2. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 

3. Program Perlindungan Perempuan 

4. Program peningkatan kualitas keluarga 

5. Program pemenuhan hak anak (PHA) 

6. Program perlindungan khusus anak 

7. Program Pengendalian penduduk 

8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 

9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kegiatan 

Program strategis sebagaimana diuraikan diatas dilaksanakan dengan 

dukungan kegiatan-kegiatan yang tertuang secara operasional dalam 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Pada Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga 

Berencana Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut : 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

6. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga 

Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 

7. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan 

Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan 

kabupaten/Kota 

8. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 

9. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah 

kabupaten/Kota 

10. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan 

Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

11. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah 

dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 

12. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 

13. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak 

Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota 

14. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

15. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi 

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah 

Kabupaten/kota 

16. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi 

Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka 

Pengendalian Kuantitas Penduduk 

17. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 



18. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 

19. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 

(PKB/PLKB) 

20. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat 

Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah 

Kabupaten/Kota 

21. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi 

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam 

Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 

22. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

23. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam 

Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian 

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 

merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan 

arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur guna mendukung tercapainya 

target pembangunan daerah Tahun 2025. Dengan tersusunnya Rencana Kerja 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Timur, diharapkan dapat menjadi dasar dan pedoman guna melaksanakan 

Program / Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Timur 

Tahun Anggaran 2025  sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung 

Timur Tahun Anggaran 2025 ini disusun, besar harapan kami Program dan 

Kegiatan ini dapat berjalan sesuai rencana. Kami menyadari dalam penyusunan 

RENJA ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan 

kritik untuk perbaikan. Terimakasih. 

 

 

Sukadana,    Juli 2025 

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana 

 
 
TITIN WAHYUNI.,S.Pd.M.Pd. 
Pembina Tingkat I 
NIP. 19750327 200604 2 003  
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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat 

karuniaNya penyusunan dokumen Renja Kerja (RENJA) Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Tahun 

2026 dapat terselesaikan dengan baik.  

Diharapkan dengan tersusunnya dokumen Renja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan pengelolaan 

bidang administrasi kependudukan dan  pencatatan sipil di Kabupaten 

Lampung Timur dalam rangka mendukung Visi Bupati/Wakil Bupati 

terpilih “Lampung Timur Makmur Menuju Indonesia Emas”. 

Dalam penyusunan dan pembuatan Renja Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur disadari masih belum 

sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran yang membangun untuk 

perbaikan pembuatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

berikutnya. Semoga Rencana Kerja ini berguna bagi pembangunan di 

Kabupaten Lampung Timur pada umumnya dan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada khususnya. 

 

 

 

Plt. Kepala Dinas, 

 
 
 

 
INDRA GANDI, S.IP 

Pembina Tingkat I (IV/b) 

19771010 199603 1 001 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  LATAR BELAKANG 

 

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah memuat 

program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator 

kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat 

daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,serta dalam rangka 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Lampung Timur. 

Penyusunan Renja berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 

Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah. 

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 merupakan pedoman 

pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2026  agar terarah, efektif, 

efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, 

tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. 
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Rencana Kerja (Renja) 2026 memuat program dan kegiatan yang 

diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk 

kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif 

digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan 

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam 

proses penyusunan RAPBD. 

 

1.2.  LANDASAN HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat 

II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. 

4. Undang-undang Nomr 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 24 Tahun 2013. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil. 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 

tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Presiden Nomor 26 

Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk 

Kependudukan Secara Nasional. 

8. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 95 tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). 

9. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019 tentang 

Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk 

Rentan Adminstrasi Kependudukan. 
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10. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang 

Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data.  

11. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 

Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil. 

12. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang 

Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi 

Kependudukan.  

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Lampung Timur 2005-2025. 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor  04 Tahun 2017. 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 

Nomor 07). 

16. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 15  Tahun 2017 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 – 2021. 

17. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur. 
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1.3.  MAKSUD DAN TUJUAN  

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 merupakan dokumen rencana 

kerja dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan 

program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu Tahun 2026, dan 

tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 

kedepan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja 

Anggaran sesuai dengan ketersediaan dan kebijakan anggaran.  

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

SKPD 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil 

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review 

terhadap rancangan awal RKPD 

2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. 

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 

3.3. Program dan Kegiatan 

IV. PENUTUP 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 

 

 

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS 

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. 

 

Capaian Kinerja Organisasi merupakan target sasaran yang ingin atau 

akan dicapai di tahun 2024 yang merupakan akumulasi kegiatan yang 

dilaksanakan oleh aparatur dan perangkat Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan didukung 

pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  Adapun 

Realisasi Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2026 adalah sebagai berikut: 
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REALISASI APBD TAHUN 2024 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
         

NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN 

TARGET REALISASI 

ANGGARAN 

INDIKATOR 

CAPAIAN 
KINERJA 

ANGGARAN % 
CAPAIAN 
KINERJA  

SATUAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 I PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 

 

7.277.280.351  

    

6.851.765.958  

      

  1 Perencanaan, Penganggaran,  
dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

      
23.201.883  

        
19.264.100  

      

    Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

           
7.847.514  

Renstra dan Renja 
OPD 

           
7.664.200  

97,66 2 
  laporan  

    Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

           
8.379.027  

Dokumen RKA 
SKPD 

           
5.882.900  

70,21 1  
dokumen  

    Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen Perubahan RKA-
SKPD 

           

6.975.342  

Dokumen RKA 

SKPD Perubahan 

           

5.717.000  

81,96 1 
 

dokumen  

  2 Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

 
4.307.031.854  

    
4.135.851.514  

96,03     

    Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

   
4.096.302.982  

 Gaji dan 
tunjangan ASN 

   
3.939.190.114  

96,16 12  bln  
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    Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

      
128.700.000  

 jasa Penyediaan 
Administrasi 

Pengelola 
Keuangan SKPD 

       
114.890.000  

89,27 12  bln  

    Pelaksanaan Penatausahaan 
dan Pengujian /Verifikasi 
Keuangan SKPD 

        
65.640.000  

Jasa Verifikasi 
pengelola 
keuangan SKPD 

         
65.640.000  

##### 1   laporan  

    Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulana/Semesteran 
SKPD 

           
6.900.678  

Laporan keuangan 
bulanan, triwulan, 

semester. 

           
6.842.000  

99,15 18   laporan  

    Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

           
9.488.194  

Laporan keuangan 
akhir tahun 

           
9.289.400  

97,90 1   laporan  

  3 Administrasi Barang Milik 

Daerah pada Perangkat Daerah 

      

14.550.000  

        

14.550.000  

100     

    Penatausahaan Barang Milik 

Daerah pada SKPD 

        

14.550.000  

Honor pengelola 

barang SKPD 

         

14.550.000  

100 12  bln  

  4 Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

 

1.476.965.064  

    

1.285.800.986  

87,06    bln  

    Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

           

6.417.172  

Alat-alat 

Penerangan kantor 

           

6.408.120  

99,86 12  bln  

    Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

      

854.635.287  

Peralatan dan 

perlengkapan 
kantor 

       

822.812.600  

96,28 12  bln  

    Penyediaan Peralatan Rumah 
Tangga 

        
27.843.864  

Peralatan rumah 
tangga 

         
27.843.537  

100 12  bln  
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    Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

        
10.149.902  

Makanan 
minuman tamu 

dan rapat 

         
10.120.500  

99,71 12  bln  

    Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

        

71.052.839  

Barang cetakan 

dan penggandaan 

         

71.010.900  

99,94 12  bln  

    Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

      

506.866.000  

Rakornas, Bimtek 

dan konsultasi, 
pelayanan keliling 
desa dan 

kecamatan 

       

347.605.329  

68,58 12  bln  

  5 Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

 

1.087.514.550  

    

1.038.730.693  

95,51     

    Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

      

150.000.000  

Jasa pengiriman 

dok.kependudukan 
melalui PT.POS 

       

150.000.000  

100 12  bln  

    Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

      
104.400.630  

Listrik, Internet/ 
Wifi dan Telepon 

         
61.331.493  

58,75 12  bln  

    Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

      
833.113.920  

Honor Cleaning 
service, penjaga 
malam, sopir, 

operator, 
pengamanan 

       
827.399.200  

99,31 12  bln  

  6 Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

    
368.017.000  

       
357.568.665  

97,16     
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    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

      
239.270.000  

BBM kendaraan 
Dinas, Service 

Kendaraan Dinas, 
Pajak Kendaraan 

Dinas 

       
228.868.665  

95,65 12  bln  

    Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

        
20.300.000  

Service AC, 
Laptop, printer 

         
20.300.000  

##### 12  bln  

    Pemeliharaan/rehabilitasi 

sarana dan prasarana gedung 
kantor atau bangunan lainnya 

      

108.447.000  

rehab ruang 

tunggu 

       

108.400.000  

99,96 12  bln  

  II PROGRAM PENDAFTARAN 
PENDUDUK 

    
992.342.064  

       
984.022.200  

99,16     

  1 Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk 

    
992.342.064  

       
984.022.200  

99,16     

    Pencatatan, Penatausahaan dan 
Penerbitan Dokumen atas 
Pendaftaran Penduduk 

      
177.044.581  

registrasi dokumen 
dafduk 

       
173.487.700  

97,99 12  bln  

    Peningkatan Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk 

      
815.297.483  

Belanja ribbon, 
ATK pencetakan 

KK KTP  

       
810.534.500  

99,42 105  unit  

  III PROGRAM PENCATATAN SIPIL     

154.999.896  

       

154.626.060  

99,76     

    Pencatatan, Penatausahaan dan 
Penerbitan Dokumen atas 

Pelaporan Peristiwa Penting 

      
154.999.896  

registrasi Akta-
akta Catatan Sipil 

       
154.626.060  

99,76 12  bln  

  IV PROGRAM PENGELOLAAN 

INFORMASI ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

    

272.583.959  

       

243.702.400  

89,40     
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  1 Penyelenggaraan Pengelolaan 
Informasi Administrasi 

Kependudukan 

    
272.583.959  

       
243.702.400  

89,40     

    Fasilitasi terkait Pengelolaan 

Informasi Administrasi 
Kependudukan. 

      

120.053.960  

Updating Database        

115.058.500  

95,84 12  bln  

    Kerjasama Pemanfaatan Data 
Kependudukan 

      
152.529.999  

MoU, PKS dan 
Pemanfaatan Data  

       
128.643.900  

84,34 5 Pemdes  kali  

Jumlah  
 
8.697.206.270  

  
  
8.234.116.618  

94,68     
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2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD 

 

A. Analisis Kinerja 

Adapun analisis capain kinerja  atas sasaran strategis Tahun 

Anggaran 2024 adalah sebagai berikut: 
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a. Analisis capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis. 

Sasaran strategis merupakan target sasaran yang ingin atau akan 

dicapai di tahun 2024 yang merupakan akumulasi kegiatan yang 

dilaksanakan oleh aparatur dan perangkat Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan didukung 

pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur 

selama kurun waktu 1 (satu) tahun pada tahun 2024 telah melakukan 

inovasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Inovasi tersebut meliputi aspek sistem dan mekanisme kerja pelayanan 

maupun SDM pelayanan yang secara akseleratif telah mengalami 

peningkatan yang signifikan.  

Guna mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen 

administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Timur melakukan pelayanan secara online melalui 

aplikasi SILAMTIM BERJAYA. 

selain itu melakukan pelayanan langsung dikantor dinas dan melakukan 

pelayanan keliling yang dapat menjangkau wilayah pelosok yang jauh dari 

ibukota kabupaten dan perbatasan dengan kabupaten sekitar dalam 

upaya  memudahkan akses Masyarakat mendapatkan dokumen 

kependudukan dan pencatatan sipil. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 telah 

mendapat Penilaian Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh 

ombudsman Tahun 2024 memperoleh nilai 95,08 Zona Hijau (Kualitas 

Tertinggi) untuk pelayanan publik. 
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1. Realisasi Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target IKU Tahun 

2024. 

Tabel 3.1 

Capaian Kinerja Per Indikator Tahun 2024 Disdukcapil 

 

No 
SASARAN 
STATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
 

TARGE
T  

 

REALISA
SI 

1 Meningkatnya 
kualitas 
kepemilikan 

dokumen 
Adminduk. 
 

Kepemilikan 
Dokumen 
Kependudukan 

(KTP-el) 
 

98% 

 

 

 
99% 

Kepemilikan  
Dokumen akta 

kelahiran Kartu 
Identitas Anak 
(KIA) dan. 

 

99% 

 

 
98% 

 
 

  Kepemilikan  

Dokumen Kartu 
Identitas Anak 
(KIA) dan. 

 

- 60% 
 

42% 

2 Meningkatnya 

pemanfaatan data 
kependudukan di 

Pemkab Lampung 
Timur. 
 

persentase  OPD 

yang 
memanfaatakan 

data 
kependudukan 
dalam 

pelaksanaan 
kebijakan 

55% 

 

25,9% 

3 Meningkatnya 
penerapan inovasi 
layanan di 

Dukcapil 

Persentase inovasi 
pelayanan yang 
diterapkan 

 

100% 100% 
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2. Capaian Kinerja Organisasi 

Sasaran 1 : 

Sasaran 1 yaitu: Meningkatnya kualitas kepemilikan dokumen 

Adminduk. 

Pada Tahun 2024 capaian Persentase Kepemilikan Dokumen 

Kependudukan (KTP-el) capaian kinerjanya  mencapai 99%, meningkat 

1% dari capaian tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu sebesar 97%, 

namun masih kurang 0,3  % target IKU 2021-2026 . 

 

a. Capaian Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el). 

tabel 3.2 
Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) 

Tahun 2024 

 

Indikator Target Realisasi  Capaian  

Persentase 
Kepemilikan 

Dokumen 
Kependudukan 
(KTP-el). 

 

98% 99% 101% 

 Hasil capaian 101 % menunjukkan sejauh ini realisasi telah memenuhi 

target yang ditetapkan dengan capaian Sangat Baik. 

 

b. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen 

Kependudukan (KTP-el)  tahun 2022  S/D 2024. 

tabel 3.3 

Perbandingan Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen 

Kependudukan (KTP-el)  tahun 2022  S/D 2024. 

 

Indikator Realisasi 

 

Capaian 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

Persentase 
Kepemilikan Dokumen 

Kependudukan (KTP-
el). 

 

96% 97% 99% 100% 100% 101% 
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c. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen 

Kependudukan (KTP-el)   tahun 2024 dengan target RPJMD. 

tabel 3.4 

Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen 

Kependudukan (KTP-el)   tahun 2024 dengan target RPJMD. 

 

Indikator Target 

RPJMD 

Realisasi s/d 

tahun 2024 

Capaian 

kinerja 

Persentase 

Kepemilikan 
Dokumen 

Kependudukan 
(KTP-el). 

 

99,4% 99% 101% 

 

Realiasi 99  % telah mencapai target yang telah ditetapkan dari 

RPJMD, meskipun realisasi diatas target RPJMD yaitu target 

99,4%, tingkat pencapaian terhadap target sudah sangat tinggi, 

dengan demikian capaian 101%, bisa dikatakan bahwa program 

kepemilikan dokumen sepenuhnya memenuhi perencanaan 

RPJMD. 

 

d. Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Kepemilikan 

Dokumen Kependudukan (KTP-el) Kabupaten dengan Nasional dan 

Provinsi. 

Tabel 3.5 

Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Kepemilikan 

Dokumen Kependudukan (KTP-el)  Kabupaten dengan Nasional dan 

Provinsi. 

 

 

Persentase Kepemilikan 

Dokumen 

Kependudukan (KTP-el)   

Capaian 

Tahun 2023 Tahun 2024 

Kabupaten Lampung 

Timur 

99,6%% 101% 

Provinsi Lampung  100% 99,7% 

Nasional  100% 99,7% 
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e. Langkah-langkah yang dilakukan  dalam pencapaian Persentase 

Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el) antara lain: 

1) Disdukcapil telah melakukan koordinasi dengan camat untuk 

memerintahkan operator perekaman KTP-el yang bertugas 

dikecamatan untuk melakukan perekaman jemput bola di desa-

desa dalam kecamatan, dimana petugas dari Dinas Dukcapil 

juga melakukan perekaman keliling ke sekolah-sekolah, pondok 

pesantren, penyandang disabilitas dan ODGJ ke seluruh 

kecamatan dan desa di kabupaten lampung timur. 
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2) Untuk mewujudkan target-target capaian yang telah ditetapkan 

maka Disdukcapil telah menerapkan inovasi untuk 

meningkatkan capaian kinerja, inovasi peningkatan capaian 

target perekaman, yaitu: Lamtim paling cakep, Silamtim Berjaya, 

Lengkap, Gham Cakak Perwatin, Plesir Jauh. 
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f. Permasalahan dalam pencapaian target persentase kepemilikan 

dokumen KTP-el sebagai berikut: 

1) Penduduk tidak berdomisili sesuai dengan dokumen 

kependudukan dan penduduk yang domisilinya jauh dari 

pelosok desa dan yang terletak di perbatasan dengan kabupaten 

lainnya  dan penduduk rentan administrasi kependudukan 

(Disabilitas, ODGJ, dan Orang terlantar) 

2) Keterbatasan alat perekaman KTP-el dan sarana prasarana 

pencetakan KTP-el . 

3) stock balngko KTP masih bergantung dengan pusat 

 

g. Solusi permasalahan dalam pencapaian target persentase 

kepemilikan dokumen KTP-el 

1) Disdukcapil telah melakukan pelayanan jemput bola penuntasan 

dokumen adminduk bagi semua penduduk di wilayah Kabupaten 

Lampung Timur 

2) Untuk pemenuhan sarana prasarana Disdukcapil berupa alat 

perekaman di kecamatan dan peralatan pencetakan dokumen 

kependudukan, Disdukcapil  sudah menganggarkan alat 

perekaman, printer KTP-el dan KIA, Printer, dan Personal 

Komputer. 

3) Untuk pemenuhan akan KTP-el, setiap seminggu sekali petugas 

Dukcapil mengambil langsung KTP-el ke Dirjenminduk di 

Jakarta. 

 

h. Analisis atas  efisiensi penggunaan sumber daya 

tabel 3.6 
Analisis atas  efisiensi penggunaan sumber daya 

 

Indikator Capaian 

kinerja 

Penyerapan 

anggaran 

Tingkat 

efisiensi 

Persentase 

Kepemilikan 

Dokumen 

Kependudukan 

(KTP-el) . 

 

99% 99,4% 99,4% 
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Kinerja 99 % menunjukkan hasil yang sangat baik dan 

pencapaian target kepemilikan  dokumen kependudukan, 

penyerapan anggaran 99,4 % menandakan bahwa hamper 

seluruh dana telah digunakan, meskipun hasilnya masih 

sedikit dibawah target. 

 

i. Penjelasan program/kegiatan  dan realisasi anggaran yang 

dialokasikan dalam pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen 

Kependudukan (KTP-el)  format sabagai berikut : 

 

Tabel 3.7 

Realisasi Program kegiatan Tahun 2025 

No. Nama 

Program/Kegiatan  

Jumlah 

Anggaran 

Realisasi 

1. Program: 

Pendaftaran 

Penduduk 

992.342.064 

 

984.022.200 

 Kegiatan: Pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk 

 

992.342.064 

 

984.022.200 

 Sub kegiatan: 

Peningkatan 

Pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk 

       

815.297.483 

                             

810.534.500 

    

 

Sasaran 1 : 

Sasaran 1 yaitu: Meningkatnya kualitas kepemilikan dokumen 

Adminduk 

Pada Tahun 2024 capaian Persentase Kepemilikan Dokumen Akta 

Kelahiran capaian kinerjanya  mencapai 98%, meningkat 2% dari 

capaian tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu sebesar 96%, namun 

masih kurang 1 % target IKU 2021-2026 . 
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a. Capaian Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran  

tabel 3.8 

Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Akta kelahiran dan KIA  

Tahun 2024 

Indikator Target Realisasi  Capaian  

Persentase 
Kepemilikan 

Dokumen Akta 
Kelahiran 

 

99% 98% 98,9% 

 

a. Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran capaian 

realisasi terhadap target adalah 98,9%, hal menunjukkan 

walaupun belum mencapai target yang ditetapkan pencapaian 

sangat mendaki, dengan capaian baik. 

 

b. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen 

Akta Kelahiran dan KIA   tahun 2022  S/D 2024. 

tabel 3.9 

Perbandingan Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran    tahun 

2022  S/D 2024. 

Indikator Realisasi 

 

Capaian 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

Persentase 

Kepemilikan Dokumen 
Akta Kelahiran 

 

96% 96% 98% 98,9% 97,9% 99,9% 

 

c. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen 

Akta Kelahiran tahun 2024 dengan target RPJMD. 

tabel 3.10 

Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Akta 

Kelahiran tahun 2024 dengan target RPJMD. 

 

Indikator Target 

RPJMD 

Realisasi s/d 

tahun 2024 

Capaian 

kinerja 

Persentase 
Kepemilikan 
Dokumen 

Akta 
Kelahiran 

 

99,6% 98% 98% 
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d. Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Kepemilikan 

Dokumen Akta Kelahiran Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi. 

Tabel 3.11 

Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Kepemilikan 

Dokumen Akta Kelahiran Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi. 

 

Persentase Kepemilikan 

Dokumen Akta 

Kelahiran  

Capaian 

Tahun 2023 Tahun 2024 

Kabupaten Lampung 

Timur 

97,9%% 98,9% 

Provinsi Lampung  100% 100% 

Nasional  100% 100% 

 

e. Langkah-langkah yang dilakukan  dalam pencapaian Persentase 

Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran antara lain: 

1. Disdukcapil melakukan inovasi berupa layanan terintegrasi 

dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi 

pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam 

satu paket yaitu : 

➢ Pelayanan pengantaran antar alamat dokumen adminduk 

capil kepada warga masyarakat lampung timur melalui 

Kerjasama dengan Kantor POS. 

➢ PALING MANTAB (Pelayanan Daring Administrasi 

Kependudukan Terintegrasi Bersama BPJS Kesehatan)  

 

f. Permasalahan dalam pencapaian target persentase kepemilikan 

dokumen Akta Kelahiran sebagai berikut: 

1) Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi 

atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online 

yang disediakan Disdukcapil Kabupaten Lampung  
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g. Solusi permasalahan dalam pencapaian target persentase 

kepemilikan dokumen Akta Kelahiran: 

1) Disdukcapil telah melakukan sosialisasi terkait penggunaan 

aplikasi Silamtim Berjaya sekaligus pelayanan jemput bola 

penuntasan dokumen adminduk bagi semua penduduk di 

wilayah Kabupaten Lampung Timur 

 

h. Analisis atas  efisiensi penggunaan sumber daya 

tabel 3.12 

Analisis atas  efisiensi penggunaan sumber daya 

Indikator Capaian 

kinerja 

Penyerapan 

anggaran 

Tingkat 

efisiensi 

Persentase 

Kepemilikan 

Dokumen 

Akta 

kelahiran. 

 

98% 99,7% 99,7% 

 

Dari tabel Analisis atas  efisiensi penggunaan sumber dana bahwa 

setiap 100% anggaran yang digunakan  meghasilkan  98,29 persen, 

capaian ini  menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah 

sangat efisien. 

 

i. Penjelasan program/kegiatan  dan realisasi anggaran yang 

dialokasikan dalam pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen 

Akta kelahiran dan KIA  format sebagai berikut : 

Tabel 3.13 

No. Nama 

Program/Kegiatan  

Jumlah 

Anggaran 

Realisasi 

1. Program: Pencatatan 

Sipil 

       

154.999.896 

                             

154.626.060 

 Kegiatan: Pelayanan 

Pencatatan SIpil 

       

154.999.896 

                             

154.626.060 
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Sasaran 1 : 

Sasaran 1 yaitu: Meningkatnya kualitas kepemilikan dokumen 

Adminduk 

Pada Tahun 2024 capaian Persentase Kepemilikan Dokumen KIA (Kartu 

Identitas Anak) capaian kinerjanya  mencapai 42%, meningkat 6% dari 

capaian tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu sebesar 36%, namun 

masih kurang 18 % target IKU 2021-2026 . 

 

j. Capaian Persentase Kepemilikan Dokumen KIA 

tabel 3.8 

Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen KIA  Tahun 2024 

 

Indikator Target Realisasi  Capaian  

Persentase 

Kepemilikan 
Dokumen 

Kartu Identitas 
Anak (KIA) 
 

60% 42% 70% 

 

Dari target 60 % realisasi 42 % telah mencapai 70 % dari target  yang 

ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa pencapaian  masih cukup jauh 

dari target, dengan demikian capaian kategori cukup. 

 

k. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen 

KIA   tahun 2022  S/D 2024. 

tabel 3.9 

Perbandingan Indikator Persentase Kepemilikan KIA   tahun 2022  S/D 

2024. 

 

Indikator Realisasi 

 

Capaian 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

Persentase Kepemilikan 
Dokumen Kartu Identitas 
Anak (KIA) 

 

36% 37% 42% 90% 74% 70% 
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l. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen 

KIA   tahun 2024 dengan target RPJMD. 

tabel 3.10 

Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Akta 

Kelahiran dan KIA   tahun 2024 dengan target RPJMD. 

 

Indikator Target 

RPJMD 

Realisasi s/d 

tahun 2024 

Capaian 

kinerja 

Persentase 

Kepemilikan 
Dokumen 

Kartu 
Identitas 
Anak (KIA) 

 

80% 42% 53% 

 

m. Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Kepemilikan 

Dokumen KIA, Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi. 

 

Tabel 3.11 

Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Kepemilikan 

Dokumen KIA   Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi. 

 

Persentase Kepemilikan 

Dokumen KIA    

Capaian 

Tahun 2023 Tahun 2024 

Kabupaten Lampung 

Timur 

97,9%% 98,9% 

Provinsi Lampung  100% 100% 

Nasional  100% 100% 

 

 

n. Langkah-langkah yang dilakukan  dalam pencapaian Persentase 

Kepemilikan Dokumen KIA  antara lain: 

1) Disdukcapil melakukan inovasi berupa layanan terintegrasi 

dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi 

pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam 

satu paket yaitu : 

➢ LAMTIM CERIA (Pelayanan administrasi kependudukan 

terintegrasi melalui cetak rekam identitas anak . 
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➢ Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan tempat hiburan anak 

untuk meningkatkan cakupan KIA yang telah dilakukan 

dengan dengan mitra yaitu; Pantai Muara Baru Desa Karya 

Makmur Kec. Labuhan Maringgai dan Pantai Cemara Indah 

Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. 
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2) Permasalahan dalam pencapaian target persentase kepemilikan 

dokumen KIA  sebagai berikut: 

a. Masih kurangnya koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait 

pembuatan KIA yang bekerjasama dengan pihak sekolah, 

PAUD, TK, maupun SD dalam pembuatan KIA (layanan kolektif 

pembuatan KIA) terbatasan alat perekaman KTP-el dan sarana 

prasarana pencetakan KTP-el. 

b. Kurangnya sarana dan prasarana pencetakan KIA 

 

3) Solusi permasalahan dalam pencapaian target persentase 

kepemilikan dokumen KIA: 

a. Untuk pemenuhan capaian kepemilikan KIA, Disdukcapil telah 

melakukan Kerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaaan melalui kepala UPTD PAUD, TK dan SD untuk 

mendata siswa nya yang belum memiliki dokumen akta 

kelahiran dan KIA, kemudian mengumpulkan dokumen 

persyaratan pembuatan akta kelahiran dan KIA (jemput bola) 

yang akan di tindaklanjuti oleh Disdukcapil untuk mencetak 

dokumen Akta kelahiran dan KIA, setelah dokumen jadi 

kemudian diserahkan Kembali ke pihak sekolah. 

b. Untuk memenuhi sarana prasarana pencetakan dokumen KIA, 

Disdukcapil pada TA. 2024 telah mengganggarkan printer 

pencetakan KIA, Ribbon (tinta printer KIA), personal computer 

dan kursi operator. 

 

4) Analisis atas  efisiensi penggunaan sumber daya 

tabel 3.12 
Analisis atas  efisiensi penggunaan sumber daya 

 

Indikator Capaian 

kinerja 

Penyerapan 

anggaran 

Tingkat 

efisiensi 

Persentase 

Kepemilikan 

Dokumen 

KIA . 

 

98% 99,7% 99,7% 
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Dari tabel Analisis atas  efisiensi penggunaan sumber dana bahwa 

setiap 100% anggaran yang digunakan  meghasilkan  98,29 persen, 

capaian ini  menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah 

sangat efisien. 

 

5) Penjelasan program/kegiatan  dan realisasi anggaran yang 

dialokasikan dalam pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen 

KIA  format sebagai berikut : 

Tabel 3.13 

No. Nama 

Program/Kegiatan  

Jumlah 

Anggaran 

Realisasi 

1. Program: 

Pendaftaran 

penduduk 

       

154.999.896 

                             

154.626.060 

    

 Sub kegiatan: 

Pencatatan, 

Penatausahaan dan 

penerbitan dokumen 

atas pendaftaran 

penduduk 

       

154.999.896 

                             

154.626.060 

    

Sasaran 2 : 

Sasaran 2 yaitu: Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan di 

Pemkab Lampung Timur. 

Pada Tahun 2024 capaian Persentase OPD yang memanfaatkan data 

kependudukan capaian kinerjanya  mencapai 27%, sama dengan 

capaian tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu sebesar 27%, masih 

kurang 73  % dari target IKU 2021-2026 . 
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a. Capaian Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan  

Tabel 3.14 

Indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan 

Tahun 2024 

Indikator Target Realisasi  Capaian  

Persentase OPD 
yang memanfaatkan 

data kependudukan 

 

55% 27% 49% 

 
Dari target 55 % realisasi 27 % telah mencapai 49 % dari target  

yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa pencapaian  masih 

cukup jauh dari target, dengan demikian capaian kategori 

kurang. 

 

b. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase OPD yang memanfaatkan 

data kependudukan tahun 2022  S/D 2024. 

tabel 3.15 

Perbandingan Indikator Persentase OPD yang memanfaatkan data 

kependudukan  tahun 2022  S/D 2024. 

 

Indikator Realisasi 

 

Capaian 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

Persentase OPD yang 

memanfaatkan data 

kependudukan  

37% 29% 27% 82% 58% 49% 

 

c. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase OPD yang memanfaatkan 

data kependudukan  tahun 2024 dengan target RPJMD. 

tabel 3.16 

Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan OPD yang 

memanfaatkan data kependudukan  tahun 2024 dengan target RPJMD. 

 

Indikator Target 

RPJMD 

Realisasi s/d 

tahun 2024 

Capaian 

kinerja 

Persentase OPD yang 

memanfaatkan data 
kependudukan 

 

65% 27% 41,5% 
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d. Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase OPD yang 

memanfaatkan data kependudukan Kabupaten dengan Nasional dan 

Provinsi. 

Tabel 3.17 

Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase OPD yang 

memanfaatkan data kependudukan  Kabupaten dengan Nasional dan 

Provinsi. 

 

Persentase OPD yang 

memanfaatkan data 

kependudukan 

Capaian 

Tahun 2023 Tahun 2024 

Kabupaten Lampung 

Timur 

58% 49% 

Provinsi Lampung  53% 46,6% 

Nasional  53% 46,6% 

 

e. Langkah-langkah yang dilakukan  dalam pencapaian Persentase 

OPD yang memanfaatkan data kependudukan antara lain: 

1) Disdukcapil telah melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan 

NIK  untuk verifikasi data pribadi/perseorang dalam pelayanan 

public seperti program Kesehatan, Pendidikan dan 

pemberdayaan ekonomi kepada opd dan atau Lembaga 

pengguna. 

2) Untuk tahun 2024 Disdukcapil telah melaksanakan Perjanjian 

Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data dengan Dinas Pertanian 

dan masih dalam tahap permohonan akses data dengan Dirjen 

Dukcapil. 
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f. Permasalahan dalam pencapaian target persentase OPD yang 

memanfaatkan data kependudukan sebagai berikut: 

1) Masih rendahnya OPD yang memanfaatkan data dan hak 

akses data yang diberikan oleh Kementrian Dalam Negeri 

dalam hal ini Dirjen Dukcapil. 

2) Penerapan Sertifikasi ISO 27001:2013 bagi OPD yang ingin 

mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan. 

Adanya kebijkan cyber security dari pemerintah pusat saat ini 

berdasarkan surat edaran Ditjendukcapil Kemendagri bahwa 

adanya persyaratan tambahan Sertifikat ISO 27001:2013 bagi 

OPD yang ingin mendapatkan hak akses pemanfaatan data 

kependudukan menjadi kendala dalam mencapai target 

indikator OPD yang akan memanfaatkan data kependudukan 

berdasarkan perjanjian kerja, memerlukan anggaran yang 

besar bagi OPD yang akan membuat sertifikat ISO 27001. 

 

g. Solusi permasalahan dalam pencapaian target Persentase OPD 

yang memanfaatkan data kependudukan 

1) Disdukcapil telah melakukan sosialisasi pemnfaatan data 

kependudukan untuk perencanaan Pembangunan dan 

pelayanan public dengan mengundang OPD se Kabupaten 

Lampung Timur. 

2) Membuat surat edaran terkait Sertifikat ISO 27001:2013 bagi 

OPD yang ingin mendapatkan hak akses pemanfaatan data 

kependudukan. 

 

h. Analisis atas  efisiensi penggunaan sumber dana 

tabel 3.18 
Analisis atas  efisiensi penggunaan sumber dana 

 

Indikator Capaian 

kinerja 

Penyerapan 

anggaran 

Tingkat 

efisiensi 

Persentase OPD 

yang 

memanfaatkan 

data 

kependudukan  

27% 84,3% 84,3% 
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Dari tabel Analisis atas  efisiensi penggunaan sumber dana bahwa 

setiap 100% anggaran yang digunakan  meghasilkan  84,3 persen, 

capaian ini  menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah 

efisien. 

i. Penjelasan program/kegiatan  dan realisasi anggaran yang 

dialokasikan dalam pencapaian Persentase OPD yang memanfaatkan 

data kependudukan  format sabagai berikut : 

Tabel 3.19 

No. Nama Program/Kegiatan  Jumlah 

Anggaran 

Realisasi 

1. Program: Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

Kependudukan  

272.583.959 

 

243.702.400 

 Kegiatan: Pengumpulan 

data kependudukan 

dan pemanfaatan dan 

penyajian database 

kependudukan  

 

152.529.999 

 

128.643.900 

 Sub kegiatan: 

Kerjasama Pemanfaatan 

Data Kependudukan. 

       

152.529.999 

                             

128.643.900 

    

Sasaran 3 : 

Sasaran 3 yaitu: Meningkatnya penerapan inovasi layanan dukcapil 

Pada Tahun 2024 capaian Inovasi Pelayanan  kinerjanya  mencapai 

100%, sama dengan capaian tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu 

sebesar 100%, mencapai target IKU 2021-2026 . 
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a.  Capaian Persentase Capaian Inovasi Pelayanan  

tabel 3.26 

Indikator Capaian Inovasi Pelayanan   Tahun 2024 

Indikator Target Realisasi  Capaian  

Persentase 
Capaian 

Inovasi 
Pelayanan 

 

99% 100% 100,1% 

 

Hasil capaian 100,1 % menunjukkan sejauh ini realisasi telah memenuhi 

target yang ditetapkan dengan capaian Sangat Baik. 

 

b. Perbandingan Realisasi Indikator Capaian Inovasi Pelayanan  tahun 

2022  S/D 2024. 

tabel 3.27 

Perbandingan Indikator Capaian Inovasi Pelayanan tahun 2022  S/D 

2024. 

Indikator Realisasi 

 

Capaian 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

Persentase Capaian 

Inovasi Pelayanan  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

c. Perbandingan Realisasi Indikator Capaian Inovasi Pelayanan   tahun 

2024 dengan target RPJMD. 

tabel 3.28 

Perbandingan Realisasi Indikator Capaian Inovasi Pelayanan tahun 2024 

dengan target RPJMD. 

Indikator Target 

RPJMD 

Realisasi s/d 

tahun 2024 

Capaian 

kinerja 

Capaian 

Inovasi 

Pelayanan  

99% 100% 100,1% 
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d. Perbandingan realisasi capaian Indikator Capaian Inovasi Pelayanan 

Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi. 

Tabel 3.29 

Perbandingan realisasi capaian Indikator Persentase Capaian Inovasi 

Pelayanan Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi. 

 

Persentase Capaian 

Inovasi Pelayanan 

Capaian 

Tahun 2023 Tahun 2024 

Kabupaten Lampung 

Timur 

100% 100% 

Provinsi Lampung  100% 100% 

Nasional  100% 100% 

 

 

e. Langkah-langkah yang dilakukan  dalam pencapaian Persentase 

Capaian Inovasi Pelayanan antara lain: 

Disdukcapil telah melakukan inovasi pelayanan pada tahun 2024 

sebanyak 3 (tiga) inovasi antara lain: 

➢ PUAKHI ( Pelayanan jemput bola aktivasi dan sosialisasi 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat di 

lampung timur 

➢ PLESIR DJAUH (Pelayanan jemput bola penerbitan dokumen 

kependudukan bagi masyarakat desa yang letaknya jauh dari 

ibukota kabupaten atau berada diperbatasan kabupaten lain. 

➢ LAMTIM CERIA (Pelayanan administrasi kependudukan 

terintegrasi melalui cetak rekam identitas anak. 

 

f. Analisis atas  efisiensi penggunaan sumber dana 

tabel 3.30 

Analisis atas  efisiensi penggunaan sumber dana 
 

Indikator Capaian 

kinerja 

Penyerapan 

anggaran 

Tingkat 

efisiensi 

Persentase 

Capaian 

Inovasi 

Pelayanan 

 

100% 68,5% 68,5% 
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Dari tabel Analisis atas  efisiensi penggunaan sumber dana bahwa 

setiap 100% anggaran yang digunakan  menghasilkan  68,5 

persen, capaian ini  menunjukkan bahwa penggunaan anggaran 

sudah belum efisien. 

g. Penjelasan program/kegiatan  dan realisasi anggaran yang 

dialokasikan dalam pencapaian Inovasi Pelayanan  format sebagai 

berikut : 

Tabel 3.31 

No. Nama 

Program/Kegiatan  

Jumlah 

Anggaran 

Realisasi 

1. Program: PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

7.277.280.351 
 

6.851.765.958 
 

 Kegiatan: 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

 

1.476.965.064 
 

 

1.285.800.986 
 

 Sub kegiatan: 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD 

 

506.866.000 
 

 

347.605.329 
 

    

 

 

2.3 ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD  

Beberapa isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur antara 

lain; 

1. Melaksanakan 4 (empat) arahan pokok Menteri Dalam Negeri, 

yaitu: 

a. Melakukan berbagai upaya progresif untuk menjamin 

akurasi data kependudukan, karena Dukcapil akan terus 

dihadapkan pada tantangan tingginya dinamika penduduk 

seperti pindah, datang, lahir, mati, kawin dan cerai. Untuk 

itu inovasi harus terus dilaksanakan guna meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengguna data 

kependudukan dengan tetap memperhatikan aspek 

keamanan data. 
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b. Ancaman siber terhadap data kependudukan semakin 

nyata di tengah konflik global dan kompetisi data. 

Penguatan teknologi penyimpanan (cloud hybrid), firewall, 

enkripsi dan sistem deteksi ancaman (threat detection) 

harus menjadi prioritas investasi ke depan. Ditjen Dukcapil 

dan seluruh Dinas Dukcapil agar terus berkomitmen 

menjaga keamanan informasi dan data kependudukan 

melalui penerapan Standar ISO 27001:2013. 

c. Melakukan percepatan aktivasi IKD melalui strategi jemput 

bola dan kolaborasi dengan seluruh perangkat daerah serta 

pihak terkait lainnya. Bagi masyarakat yang memiliki 

smartphone tanpa meninggalkan KTP-el bagi penduduk 

yang tidak memiliki smartphone. 

d. Meningkatkan kualitas SDM Dukcapil dan pemahaman 

masyarakat dalam mendukung keberhasilan implementasi 

IKD. Oleh karena itu, pelatihan intensif untuk aparatur 

Dukcapil, serta kampanye edukatif ke masyarakat 

mengenai manfaat dan keamanan IKD, menjadi program 

penting yang harus digerakkan secara sistematis. 

2. Jajaran Dinas Dukcapil agar lebih proaktif dan agresif mengejar 

masyarakat yang belum terdata baik di daerah terisolasi maupun 

perkotaan, diantaranya dengan membuat langkah-langkah 

proaktif dengan cara yang efektif dan efisien untuk 

memaksimalkan cakupan perekaman data kependudukan. 

3. Dalam rangka pemenuhan atas hak-hak administrasi penduduk 

dalam penerbitan dokumen kependudukan perlu kesinambungan 

ketersidaan blangko KTp-el di daerah, mempedomani 

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 15 

Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah 

yang memiliki kapasitas fiscal tinggi dapat memberikan 

hibah.anggaran penyediaan blangko KTP-el melalui APBD. 
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4. Menginternalisasikan Prioritas Nasional, Program Prioritas, 

Kegiatan Prioritas, serta indicator dan target RPJMN 2025-2029 

ke dalam tujuan, sasaran, kegiatan dan sub kegiatan RPJMD dan 

Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 untuk urusan 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

5. Percepatan aktivasi IKD melalui strategi jemput bola secara 

massal dan terjadwal melalui kolaborasi dengan sekolah (bagi 

siswa yang berusia 17 tahun), Perguruan tinggi, komunitas 

keagamaan, komunitas adat, serta berbagai pihak lainnya. 

 

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 

PRIORITAS 

PEMBANGU

NAN 

ISU 

STRATEGIS

/ 

PERMASALA

HAN 

FOKUS/PROGRAM 

PRIORITAS 

PRIORITAS 

NASIONAL 

(PN) 

PRIORITAS 

PROVINSI 

(PP) 

PAGU 

INDIKATIF 

(MILYAR) 

Peningkatan 
pelayanan 

publik 

 

Pelayanan 
publik, 

pemenuhan 

SPM, dan 

peningkatan 

kapasitas 

fiskal daerah 

 

Peningkatan Tata 
Kelola Pemda dan 

Layanan Publik 

Berbasis Digital: 

1. Program 

Pendaftaran 

Penduduk 

2. Program 

Pencatatan 

Sipil 

3. Program 

Pengelolaan 

Profil 

Kependuduk

an 

4. Program 

Pengelolaan 

Informasi 

Administrasi 

 

Kehidupan 
yang 

harmonis 

dengan 

lingkungan, 

alam, dan 

budaya serta 
peningkatan 

toleransi 

antarumat 

beragama 

untuk 
mencapai 

masyarakat 

yang adil dan 

makmur 

 

Masyarakat 
yang 

beradab, 

berkeadilan 

dan 

berkelanjut

an, serta 
tata kelola 

pemerintah

an yang 

efektif dan 

berintegrita
s 
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PRIORITAS KEGIATAN SASARAN 

INDIKASI 

HIGHLIGHT 

INTERVENSI 

Reformasi birokrasi 
dan peningkatan 
pelayanan publik 

 

Peningkatan Tata 
Kelola Pemda dan 
Layanan Publik 
Berbasis Digital 

 

Meningkatnya 
layanan 
kependudukan dan 
pencatatan sipil 

 

Peningkatan zonasi 
layanan 
kependudukan dan 
pencatatan sipil 

 

 

 

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 

 
Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2026 pada dasarnya merupakan 

pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik 

untuk pembiayaan rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang 

sudah terencana secara internal juga pengakomodasian program kegiatan 

yang diusulkan oleh masyarakat. Usulan program kegiatan dari para 

pemangku kepentingan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan 

informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan 

musrenbang kecamatan. 

 

No Program /kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Hasil kegiatan Besaran/volume 

1 Pelayanan zonasi 

layanan di 5 zona 

pelayanan 

Masyarakat dapat 

membuat dokumen 

kependudukan dan capil 

cukup di zona pelayanan 

yang terdekat  yaitu di 

kantor kecamatan d 

pemohon, tanpa perlu 

harus datang ke kantor 

Disdukcapil di Sukadana, 

untuk memangkas jarak, 

waktu dan biaya. 

 

 

Rp 50.000.000,- 
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2 Program Isbath Nikah 

Terpadu, kerjasama 

antara Pemerintah 

Daerah Kabupaten 

Lampung Timur, 

Pengadilan Agama dan 

Kementrian Agama 

Kabupaten Lampung 

Timur 

Penetapan Isbath Nikah 

dari Pengadilan Agama, 

Buku Nikah yang 

diterbitkan Kementrian 

Agama dan Dokumen KK, 

KTP dan Akta kelahiran 

yang diterbitkan oleh 

Disdukcapil 

Rp 150.000.000,- 

3 Program Kerjasama 

antar Lembaga dalam 

rangka penerbitan 

dokumen 

kependudukan dan 

capil dan pelayanan 

dokumen dukcapil bagi 

penduduk rentan dan 

penduduk non 

permanen 

Dokumen KK, KTP yang 

diterbitkan setelah 

pernikahan hasil 

kolaborasi dukcapil dan 

kementrian agama (Kado 

Nikah), perekaman. 

Dokumen kependudukan 

dan capil bagi lansia 

terlantar, ODGJ, pengidap 

ATM, korban bencana 

alam dan penduduk 

pelintas batas seperti 

Pekerja Migran  

Rp 350.000.000,- 
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BAB III 
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 

 

Perubahan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam 

penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil membawa 

implikasi penting dalam pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota. Misalnya dalam rangka 

menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 

tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi 

Kependudukan Spesifikasi untuk pengadaan formulir yang digunakan 

dalam Administrasi Kependudukan. 

KTP Digital adalah  Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam 

bentuk aplikasi digital yang diakses melalui smartphone. Untuk 

membuat KTP Digital dapat dengan mengunduh atau download aplikasi 

IKD oleh Kemendagri melalui PlayStore. Tujuan dari penerapan IKD 

adalah untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi 

mengenai digitalisasi kependudukan, meningkatkan pemanfaatan 

digitalisasi kependudukan bagi Penduduk, mempermudah dan 

mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk 

digital dan mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 

melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran 

data.  Dalam rangka mendukung keterpaduan layanan digital nasional 

dan implementasi Digital Public Infrastruktur (DPI), pemerintah 

melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan 

SPBE Prioritas, sesuai ketentuan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang 

Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital 

Nasional, perlu dilakukan Langkah antara lain; Peningkatan capaian 

target IKD diatas 30% dari total perekaman, melalui program kegiatan 

yang terstruktur dan terukur serta mengoptimalkan semua sumber daya, 

jemput bola secara massal dan terjadwal untuk aktivasi IKD dengan 

menggandeng sekolah, perguruan tinggi, komunitas keagamaan, 

komunitas adat serta pihak lainnya. 
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Peningkatan cakupan  pelayanan administrasi kependudukan 

dengan optimalisasi pelayanan pendaftran penduduk dengan 

optimalisasi pelayanan melalui beberapa inovasi pelayanan yang di 

terapkan diantara nya;  

1. Inovasi Pelayanan zonasi yang dilaksanakan di 5 (lima) zona 

pelayanan antara lain: 

a. Zona I di Kecamatan Way Jepara di Kantor Kecamatan Way 

Jerapa 

b. Zona II di Kecamatan Batanghari di Kantor Kecamatan 

Batanghari 

c. Zona III di Kecamatan Marga Sekampung di Kantor Kecamatan 

Marga Sekampung 

d. Zona IV di Kecamatan Mataram Baru di Kantor Kecamatan 

Mataram Baru 

e. Zona V di Kecamatan Labuhan Maringgai di Kantor Kecamatan 

Labuhan Maringgai 

2. Inovasi Isbat Nikah Terpadu; yaitu Kerjasama yang di jalan oleh 

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam hal ini Dinas Dukcapil, 

dengan Pengadilan Agama Sukadana dan Kementrian Agama 

Lampung Timur, yaitu mengadakan sidang isbat berikut penerbitan 

Penetapan Sidang Isbath, penerbitan Buku Nikah bagi pasangan yang 

telah melalui isbath nikah dan penerbitan Dokumen perubahan KK, 

KTP-el dan Akta kelahiran, yang dilakukan dalam satu waktu, di 

tempat pelaksanaan isbath nikah terpadu, dengan sasaran ditujukan 

bagi pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan yang 

belum tercatat secara hukum negara. 

3. Layanan inovasi jemput bola pelayanan perekaman dokumen bagi 

penduduk rentan dan penduduk non permanen, bagi penderita ODGJ 

(Orang Dengan  Gangguan Jiwa, penderita ATM (AIDS, Tuberkolosis 

dan Malaria), Lansia Terlantar, orang terlantar, anak terlantar, 

penghuni lembaga permasyarakatan dan penduduk pelintas batas 

4. Penerbitan akta perkawinan bagi penduduk non muslim, Kerjasama 

Disdukcapil dengan pemuka-pemuka agama non muslim. 
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5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung 

Timur juga berkomitmen untuk mendorong OPD serta 

instansi/lembaga lingkup provinsi, kabupaten/kota dalam hal 

pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi dengan 

menggunakan DWH Terpusat. 

 

 

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD 

Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran akan diuraikan 

sebagai berikut : 

1.2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Timur di tahun Anggaran 2026 adalah; 

1. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) : 

99,4% 

2. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun: 99,6% 

3. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA): 80% 

4. Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan 

dalam perumusan kebijakan : 65% 

5. Persentase Inovasi Pelayanan: 100% 

 

1.2.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD 

❖ Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil pada tahun 2021-2026 adalah merupakan 

implementasi dari misi sebagai indikatornya yaitu : 

a Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan database 

yang akurat. 

b  Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. 

❖ Sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 

tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya peningkatan kualitas 

pelayanan publik. 

Adapun Indikator sasarannya adalah: 

1. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) 

2. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun 

3. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 

4. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data 

5. Inovasi Pelayanan 
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3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan 

program dan kegiatan antara lain; 

▪ Pencapaian target kinerja jangka menengah RPJMD dan Renstra 

SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Capaian 
Kinerja TA. 

2024 

1 Meningkatkan 
tata kelola 

pemerintahan 
dan reformasi 
birokrasi. 

Peningkatan 
standar 

kualitas 
pelayanan 
OPD 

Penyelesaian 
Perekaman Kartu 

Tanda Penduduk 
Elektronik (KTP-el) 

 

99,4% 

Cakupan 
Kepemilikan Akta 

Kelahiran usia 0-
18 tahun 

 

99,6% 

Kepemilikan Kartu 
Identitas Anak 

(KIA) 
 

80% desa 

Pemanfaatan Data 
oleh OPD 

 

65% 

Inovasi Pelayanan 
 

100% 

 
 

a. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara 

lain: 

▪ Jumlah program dan jumlah kegiatan 

▪ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan  

▪ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber 

pendanaannya.(sebagaimana terlampir). 

 

Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2026 tertuang dalam program dan kegiatan yang  

disajikan dalam tabel sebagaimana terlampir. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini merupakan kegiatan, program dan 

sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Lampung Timur 2021-2026.  

Target Kinerja yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2026 

mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2026 

dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun 

sasaran tahunan. Target kinerja pada sasaran akan menjadi tolok ukur dalam 

mengukur keberhasilan atau kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Lampung Timur dalam upaya mencapai Visi, Misi serta 

Tujuannya. 

Dengan Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan 

dapat berjalan dengan baik untuk mencapai Visi dan Misi yang telah 

ditetapkan dalam rangka mendukung tercapainya masyarakat Lampung Timur  

Berjaya. 

 

 

                Sukadana,     juni  2025  

Kepala Dinas, 

 
 

 
 
 

INDRA GANDI, S.IP 
Pembina Tingkat I (IV/b) 
19771010 1199603 1 001 

 

 

 

 










































































































































